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“Segala puji bagi Engkau yang telah melebihkan kami dari banyak hamba-
hamba-Nya yang beriman”(QS. 27: 15). 
“Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang 
telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku, dan agar aku 
dapat berbuat kebajikan yang Engkau Ridhai dan berilah aku kebaikan yang 
mengalir sampai anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan 
sungguh aku termasuk orang muslim” (QS. 46: 15). 
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SAHLAN, E41111012(Konflik Antara Masyarakat denganPemerintah 
(Studi Kasus Pada Eksplorasi Tambang Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 
Nusa Tenggara Barat)). Dibimbing oleh Syaifullah Cangara dan Sakaria. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
melatarbelakangi terjadinya konflik di kecamatan lambu kabupaten bima, dan 
faktor-faktor apa pula yang melatarbelakangi meluasnya eskalasi konflik di 
kecamatan lambu kabupaten bima serta bagaiaman resolusi konflik kasus ijin 
pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat.Informan 
dalam penelitian ini adalah 7 (tujuh) orang penduduk asli Lambu yang antara lain 
merupakan tokoh masyarakat, tokoh pemuda (mahasiswa), tokoh adat, serta pihak 
yang terlibat dalam kasus lambu tersebut.Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu penilaian yang 
dilakukan sebagai suatu usaha untuk menemukan mengembangkan, menguji 
kebenaran dan mencari kembali suatu pengetahuan dengan metode-metode ilmiah. 
Adapun dasar penelitian yaitu studi kasusyakni tipe pendekatan penelitian yang 
penelaahannya terhadap satu kasus yang dilakukan dengan mengumpulkan 
berbagai data maupun informasi untuk mendapatkan gembaran secara mendalam 
dan mendetai terhadap kasus tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa 
konflik yang terjadi di kecamatan lambu kabupaten bima ini dilatarbelakangi oleh 
beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait 
kebijakan yang dikeluarkannya; pemerintah kurang terbuka terhadap masyarakat 
mengenai kebijakkan-kebijakkan yang di keluarkannya; kebijakan yang di 
keluarkan oleh pemerintah kurang tepat, kebijakkan tersebut banyak yang tidak 
sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009. 
Selainitu, kebijakkan tersebut dapat mengganggu kepentingan orang banyak, 
terutama masyarakat Lambu yang bermata pencaharian sebagai petani; serta, 
adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan masayarakat terkait 
penggunaan lahan.Selain itu, konflik tersebut mengalami eskalasi konflik yang  
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi, kurang 
netralnya pemerintah maupun stekholder lainnya; komunikasi Politik yang macet 
dan tidak berjalan dengan baik; serta penanganan konflik yang lambat.Pemerintah 
maupun masyarakat telah melakukan beberapa hal sebagai resolusi konflik seperti 














Sahlan, E41111012 Conflict Between Communities and the Government 
(Case Study On Mine Exploration In District Lambu Bima district of West 
Nusa Tenggara )) Guided by Syaifullah Cangara and Sakaria. 
 
The purpose of this study was to determine what factors are behind the conflict in 
the sub district lambu bima, and what factors are also behind the widespread 
escalation of conflicts in the sub district lambu bima and conflict resolution cases 
How can mining licenses by the government with the public.Informants in this 
study are 7 (seven) Lambu indigenous people, among others, the community 
leaders, youth leaders (students), traditional leaders, as well as the parties 
involved in the case lambu tersebut.Pendekatan used in this study is a qualitative 
descriptive study assessment done as an attempt to find develop, test and looking 
back a knowledge with scientific methods. The basis of the type of research that 
studies kasusyakni penelaahannya research approach to the case is done by 
collecting a variety of data and information to get gembaran in depth and full 
detail of the case.Results of this study revealed that the conflict in the district 
lambu bima district is motivated by several factors including the lack of 
dissemination of relevant government policy issuance; the government is not open 
to the public on-the policy of the policy of issuing of; policies issued by the 
government is less precise, the policy of many that are inconsistent with the 
values contained in Law No. 4 Year 2009. moreover, policymakers can interfere 
with the interests of the people, especially people Lambu who are farmers; as 
well, the difference in interest between the government and the communities 
related to the use of land. Moreover, the conflict escalated conflict motivated by 
several factors, such as lack of socialization, lack of neutrality on the government 
or other stekholder; Political communications were jammed and did not go well; 
as well as the slow handling of the conflict.Government and society have to do 
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A. Latar Belakang 
Indonesia merupakan salah satu Negara di dunia dengan sumber daya 
alam yang sangat melimpah, khususnya sumber daya mineral dan batu bara. 
Keseluruhan sumber daya tersebut didapatkan melalui proses pertambangan. 
Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, 
penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan 
galian (mineral, batu bara, panas bumi, dan migas). Sektor pertambangan 
diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mayarakat, namun dilain sisi 
bahwa tidak sedikit kegiatan pertambangan menimbulkan konflik bagi 
masyarakat dan kerusakkan lingkungan. (repository.usu.ac.id.pdf) 
Konflik sosial berdasarkan kajian sosiologi merupakan gambaran tentang 
perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan sebagai akibat dari 
perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik 
perbedaan yang bersifat individual maupun perbedaan kelompok. Seperti 
perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, pemahaman, kepentingan atau 
perbedaan lain yang lebih luas dan umum seperti perbedaan agama, ras, suku, 
bangsa, bahasa, profesi, golongan politik dan sebagainya. 
(digilib.uinsby.ac.id.pdf) 
Konflik bisa muncul pada skala yang berbeda, seperti konflik antar 
individu (interpersonal conflict), konflik antar kelompok (intergroup conflict), 
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konflik antar kelompok dengan negara (vertical conflict) dan konflik antar 
negara (interstate conflict). (eprints.uny.ac.id.pdf). 
Setiap skala memiliki latar belakang dan arah perkembangannya masing-
masing. Masyarakat di dunia pada dasarnya memiliki sejarah konflik dalam 
skala antara perorangan sampai antar negara. Konflik sendiri hadir sebagai 
manifestasi dari ketegangan sosial, politik, ekonomi dan budaya atau bisa juga 
disebabkan oleh perasaan ketidakpuasan umum, ketidakpuasan terhadap 
komunikasi, ketidakpuasan terhadap simbol-simbol sosial dan ketidakpuasan 
terhadap kemungkinan resolusi serta adanya sumber daya mobilisasi. 
(https://jamilkusuka.wordpress.com/tag/konflik) 
Konflik merupakan proses disosiatif, namun konflik sebagai salah satu 
bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Apabila 
konflik mampu dikelola dan diatasi dengan baik oleh setiap elemen 
masyarakat, maka akan berdampak baik bagi kemajuan dan perubahan 
masyarakat. Namun sebaliknya, jika konflik yang terjadi ditengah masyarakat 
tidak mampu dikelola dan diatasi dengan baik maka konflik akan menimbulkan 
dampak buruk hingga timbulnya berbagai kerusakan baik itu fisik maupun non 
fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan, dan menciptakan ketidakstabilan, 
bahkan sampai mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. 
(http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik). Sebagaimana konflik antara 
masyarakat dengan Pemerintah yang pernah terjadi di Kecamatan Lambu 
Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. 
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Studi pendahuluan peneliti menunjukkan bahwa Kabupaten Bima 
memiliki sejumlah potensi kekayaan sumber daya alam, bahan galian berupa 
emas, mangan, tembaga hingga pasir besi. Potensi itu menyebar hampir di 
seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Bima. Potensi ini tentunya tidak 
disia-siakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima untuk menarik investor guna 
mengeksplorasi serta mengekploitasi potensi tambang tersebut. Eksplorasi 
maupun eksploitasi tambang di Bima diharapkan mampu memberikan 
kesejahteraan bagi masyarakat setempat, membuka lapangan kerja bagi tenaga 
pengangguran, dan tentunya akan menghasilkan  pendapatan bagi pemerintah 
daerah. Berdasarkan tujuan tersebut, Bupati Bima mengeluarkan 14 Izin Usaha 
Penambangan untuk mengeksplorasi potensi tambang di Bima, 14 IUP tersebut 
di antaranya: 
 PT Mineral Nusantara Citra Persada  dengan IUP eksplorasi nomor 
188.45/346/004/2010, masa berlaku tanggal 28  April 2010 hingga 1 Mei 
2015, dengan luas wilayah 14.403 hektare. Meliputi wilayah Kecamatan 
Madapangga yaitu Desa Campa, Tonda, Mpuri, Rade, Woro. Kemudian 
Kecamatan Bolo di Desa Tumpu dan Kecamatan Woha di Desa Keli dan 
Risa. Bahan galian jenis tembaga.  
 PT Indomineral Citra Persada dengan IUP Eksplorasi nomor 
188.45/348/004/2010, dengan luas wilayah 30.521 hektare. Berada di 
Kecamatan Monta, meliputi Desa Baralau, Pela, Tolo Uwi, Wilamaci dan 
Kecamatan Parado, meliputi Desa Parado Wane dan Lere. Dengan jenis 
bahan galian tembaga. 
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 PT Indomineral Citra Persada, IUP Eksplorasi Tembaga nomor 
188.45/347/004/2010, luas wilayah 14.318 hektare,  berada di Kecamatan 
Lambu, meliputi Desa Mangge, Lanta dan Simpasai, serta Kecamatan 
Langgudu pada desa Waworada. 
 PT Indomining Karya Buana mengantongi  tujuh IUP Operasi Produksi, 
dengan jenis bahan galian berupa mangan dan pasir besi. Untuk mangan 
berada di wilayah desa Waworada, Karumbu, Rupe Kecamatan 
Langgudu,  Desa Mpuri, Tonda dan Campa, Kecamatan Madapangga, 
Desa Pela, Kecamatan Monta, Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, Desa 
Sambori, Kecamatan Lambitu, Desa Kombo, Kambilo, Maria dan Ntori, 
Kecamatan Wawo. Sedangkan untuk bahan galian pasir besi diberikan  PT 
Indomining Karya Buana mengantongi IUP  di Desa Oi Tui, Tawali dan 
Tengge, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Nipa, Nangaraba dan Tololai, 
Kecamatan Ambalawi.  
 PT Jagad Mahesa Karya mengantongi IUP Operasi Produksi bahan galian 
pasir besi dengan SK Nomor 188.45/345/004/2010 untuk wilayah Desa 
Sangiang, Oi Tui, Tadewa, Kecamatan Wera dan Desa Mawu, Kecamatan 
Ambalawi. 
 Untuk bahan galian emas, pemerintah kabupaten keluarkan IUP 
eksplorasi  pada PT Bima Putera Minerals dengan SK  Nomor 




 Kemudian untuk biji besi dikeluarkan IUP Eksplorasi  No. 
188.45/356/004/2010 pada PT Bima Feroindo,  pada wilayah Desa 
Karampi, Waduruka, Kecamatan Langgudu. 
(https://filsufgaul.wordpress.com, 2012)  
Jika dicermati, niat Bupati Bima tersebut wajar-wajar saja sebagaimana 
yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 2 yang menyatakan bahwa 
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai 
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. 
Jika memang tujuan dari diberikannya IUP oleh Bupati tersebut adalah murni 
untuk kemakmuran rakyat harusnya masyarakat juga diharapkan mendukung 
keputusan Bupati tersebut. 
Kenyataannya, keputusan Bupati dan kehadiran investor tersebut justru 
melahirkan reaksi penolakan dari masyarakat setempat. Salah satunya, 
penolakan dari warga masyarakat Kecamatan Lambu terhadap PT Sumber 
Mineral Nusantara (SMN).Kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan 
tambang tersebut dinilai dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat 
yang sebagian besar berprofesi sebagai peternak, nelayan dan petani, selain itu 
masyarakat seketika dikagetkan hadirnya perusahaan pertambangan yang akan 
mengelola sumber daya alam di wilayah mereka. Sementara, tidak ada 
informasi awal dari pemerintah dan instansi teknis, apa kegiatan dari 
perusahaan itu, apa manfaat yang akan diterima warga dan lainnya.  
Penolakan masyarakat sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. 
Karena perusahaan baru masuk pada tahapan eksplorasi, masih mencari titik-
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titik potensi yang akan digarap ketika perusahaan memperoleh  izin eksploitasi. 
Yang terjadi di lapangan adalah masyarakat merasa khawatir terhadap dampak-
dampak yang akan terjadi jika kegiatan penambangan tersebut dilakukan. 
Idealnya masyarakat di sekitar lokasi pertambangan harus lebih awal 
mengetahui kehadiran perusahaan tambang. Sehingga ketika ada aktifitas 
penambangan, warga tidak kaget, termasuk sebelum izin diberikan pada 
perusahaan tersebut. 
Ketidakcocokan penggunaan lahan atau SDA ini disinyalir karena 
Pemerintah Kabupaten Bima tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi 
kepada warga perihal rencana penambangan di daerah tersebut. Hal inilah yang 
menimbulkan perspektif masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan 
politis dan pribadi dari pengesahan Izin Usaha Penambangan di Lambu 
tersebut. 
Kekhawatiran masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas di 
wilayah mereka diantaranya, proses pertambangan dikhawatirkan akan 
merusak ladang dan areal penggembalaan hewan ternak serta lokasi 
pertambangan berdasarkan peta dalam lampiran SK 188 memasukkan juga 
areal hutan lindung, areal permukiman warga, juga di dalam areal 
pertambangan terdapat sejumlah tempat keramat yang sangat dihormati secara 
adat oleh warga setempat. Selain itu pertambangan juga dikhawatirkan akan 
merusak mata air sebagai satu-satunya sungai yang mengairi ladang dan 
persawahan masyarakat. Di sinilah kemudian muncul gerakan penolakan 
pertambangan emas di Bima Timur ini. Beberapa kali masyarakat menyatakan 
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keinginannya untuk bertemu dengan Bupati Bima, dan meminta Pemerintah 
Kabupaten Bima untuk mencabut Surat ijin eksplorasi tambang tersebut, tetapi 
pertemuan itu belum  juga terealisasi sehingga tidak ada kejelasan dari 
pemerintah mengenai SK pertambangan tersebut.  
Kekesalan masyarakat kemudian dilampiaskan dengan melakukan aksi 
demonstrasi yang diwarnai dengan tindakan anarkisme, sehingga 
mengakibatkan berbagai kerusakan, mulai dari pembakaran kantor Camat 
Lambu sekitar Februari 2011 lalu, kemudian kasus pendudukan Pelabuhan 
Sape yang akhirnya dilakukan pembubaran paksa oleh personil Kepolisian 
hingga jatuh korban luka maupun korban jiwa. Puluhan mayarakat mengalami 
luka ringan maupun berap akibat terkena tembakkan dan pukulan dari aparat 
dan dua orang warga meninggal dunia (24 Deesember 2011), lalu disusul 
dengan pembakaran kantor kapolsek Lambu dan pembakaran sejumlah kantor 
desa di Kecamatan Lambu,  dan kejadian terakhir 26 januari 2012 yakni 
pembakaran Kantor Bupati Bima dan kantor KPU Kabupaten Bima. 
Kehadiran kegiatan eksplorasi di Bima memang cenderung 
mengakibatkan reaksi dari masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang 
khawatir akan terkena langsung dampak penambangan tersebut. Berdasarkan 
kronologi konflik yang terjadi tersebut, penulis menganggap kajian ini menarik 
untuk diteliti lebih mendalam, sehingga penulis mengangkat judul penelitian: 
“Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarka latar belakang diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah 
sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya konflik di Kecamatan 
Lambu Kabupaten Bima?  
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan meluasnyaeskalasi konflik di 
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima? 
3. Bagaimana resolusi konflik kasus Ijin Pertambangan di Kecamatan Lambu 
Kabupaten Bima yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1.1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya 
konflik di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 
1.2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan meluasnya 
eskalasi konflikdi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. 
1.3. Untuk memahami bagaimana resolusi konflik kasus Ijin Pertambangan 





2. Kegunaan Penelitian 
Adapun manfaat maupun kegunaan dari penelitian ini, yaitu sebagai 
berikut: 
2.1 Manfaat Praktis 
Hasil dalam penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu 
referensi dalam melakukan resolusi konflik yang tepat sesuai dengan 
konflik tersebut agar konflik tidak selalu berujung pada kekerasan dan 
jatuhnya korban jiwa. 
2.2 Manfaat Teoritis 
Berdasarkan hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk 
memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang ilmu sosiologi 
untuk lebih memahami fenomena konflik sosial yang ada di dalam 
masyarakat serta memahami resolusi konflik yang tepat untuk 
mengatasi konflik tersebut.  
2.3 Manfaat Akademik 
Merupakan satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Strata 
Satu (S1) Jurusan Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 








TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 
A. Konflik Sosial sebagai Suatu Gejala Sosial 
1. Definisi konflik 
Konflik berasal dari kata kerja, yaitu configure yaitu yang berarti 
saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses 
sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu 
pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau 
membuatnya tidak berdaya. Menurut Soerjono Soekanto (1982), “Konflik 
sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau kelompok 
berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak 
lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan”. 
Menurut Dean G. Pritt dan Jeffry Z. Rubbin (dalam Syahril 
Ramadhan: 2008) konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan 
( repceived divergence of interest) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi 
pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat tercapai secara simultan. 
Berdasarkan teori konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses 
perubahan yang di tandai oleh pertentangan yang terus menerus diantara 
unsur-unsurnya. Teori konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan 
sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Selain itu Teori konflik 
beranggapan bahwa keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu 
hanyalah disebabkan karena adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari 
atas golongan yang berkuasa.  
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Konflik sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Ketika orang 
memperebutkan sebuah area, mereka tidak hanya memperebutkan sebidang 
tanah saja, namun juga sumber daya alam seperti air, emas, meneral, hutan 
serta berbagai sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Setiap 
kelompok sosial selalu ada benih-benih pertentangan antara individu dengan 
individu, kelompok dengan kelompok, individu atau kelompok dengan 
pemerintah. Pertentangan ini biasanya berbentuk non fisik. Tetapi dapat 
berkembang menjadi benturan fisik, kekerasaan dan tidak berbentuk 
kekerasaan. Konflik yang terjadi dapat berupa konflik vertical, yaitu antar 
pemerintah, masyarakat dan swasta, antar pemerintah pusat, pemerintah 
kota dan desa, serta konflik horizontal yaitu konflik antar masyarakat.  
Teori konflik menganggap bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam 
masyarakat cenderung bersifat dinamis atau sering kali mengalami 
perubahan. Setiap elemen yang terdapat pada masyarakat dianggap 
mempunyai potensi terhadap disintegrasi sosial. Menurut teori ini 
keteraturan yang terdapat dalam masyarakat hanyalah karena ada tekanan 
atau pemaksaan kekuasaan dari golongan yang berkuasa. Adanya perbedaan 
peran dan status di dalam masyarakat menyebabkan adanya golongan 
penguasa dan yang dikuasi. Distribusi kekuasaan dan wewenang yang tidak 





2. Jenis-Jenis Konflik 
Konflik yang terjadi pada manusia ada berbagai macam ragamnya, 
bentuknya, dan jenisnya. Soetopo (1999) mengklasifikasikan jenis konflik, 
dipandang dari segi materinya menjadi empat, yaitu: 
1. Konflik tujuan yaitu konflik terjadi jika ada dua tujuan atau yang 
kompetitif bahkan yang kontradiktif. 
2. Konflik peranan yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki 
lebih dari satu peranan dan tiap peranan tidak selalu memiliki 
kepentingan yang sama. 
3. Konflik nilai yaitu konflik yang muncul karena pada dasarnya nilai yang 
dimiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik 
dapat terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok 
dengan organisasi. 
4. Konflik kebijakan yaitu suatu konflik dapat terjadi karena ada 
ketidaksetujuan individu atau kelompok terhadap perbedaan kebijakan 
yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya.  
Berdasarkan Polanya, konflik dibagi kedalam tiga bentuk, yaitu 
sebagai beriut:  
1. Konflik latent sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat kepermukaan 
sehingga dapat ditangani secara efektif.  
2. Konflik terbuka adalah konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, 
dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan 
berbagai macam efeknya.  
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3. Konflik dipermukaan memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar 
dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sesuatu yang dapat 
diatasi dengan menggunakan komunikasi (Fisher, 2001:6).  
 Selain itu Soerjono Soekanto (1982) yang di kutip dalam Furkan 
Abdi (2009: 27) membagi konflik sosial menjadi lima bentuk khusus 
berdasarkan tingkatannya, yaitu sebagai berikut:  
1. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua  
individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.  
2. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat 
perbedaan ras. 
3. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang 
disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial. 
4. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat 
adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.  
5. Konflik yang bersifat Internasional yaitu konflik yang terjadi karena 
perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan 
Negara. 
3. Faktor Penyebab Konfik 
Sosiologi memandang bahwa masyarakat itu selalu dalam perubahan 
dan setiap elemen dalam masyarakat selalu memberikan sumbangan bagi 
terjadinya konflik. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah karena 
ketidakseimbangan antara hubungan-hubungan manusia seperti aspek sosial, 
ekonomi dan kekuasaan. Contohnya kurang meratanya kemakmuran dan 
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akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya yang kemudian akan 
menimbulkan masalah-masalah dalam masyarakat (Fisher, Simon, dkk. 
2001, hal 4).  
Adapun yang menjadi faktor penyebab konflik menurut Soejono 
Soekanto, antara lain yaitu:  
1. Adanya perbedan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan 
perasaan, karena setiap manusia unik, dan mempunyai perbedaan 
pendirian, perasaan satu sama lain. Perbedaan pendirian dan perasaan ini 
akan menjadi satu faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam 
menjalani hubungan sosial seorang individu tidak selalu sejalan dengan 
individu atau kelompoknya.  
2. Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-
pribadi yang berbeda-beda, individu sedikit banyak akan terpengaruh 
oleh pola pemikiran dan pendirian kelompoknya, dan itu akan 
menghasilkan suatu perbedaan individu yang dapat memicu konflik.  
3. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok, individu 
memiliki latar perasaan, pendirian dan latar belakang budaya yang 
berbeda. Ketika dalam waktu yang bersamaan masing-masing individu 
atau kelompok memilki kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat 
melakukan kegiatan yang sama, tetapi tujuannya berbeda. Sebagai 
contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. 
Para tokoh masyarakat menganggap hutan sebagai kekayaan budaya 
yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan 
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tidak boleh ditebang. Para petani menebang pohon-pohon karena 
dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau 
ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian 
kayunya di ekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. 
Sedangkan bagi pencinta lingkungan, hutan adalah bagian dari 
lingkungan sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Disini jelas terlihat 
ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok 
lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. 
Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang 
politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 
4. Faktor terjadinya konflik juga dapat disebabkan karena perubahan-
perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Perubahan 
adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu 
berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat 
memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesan 
yang mengalami industrialisai yang mendadak akan memunculkan 
konflik sosial, sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang 
biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai 
masyarakat industri.  
Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotong royongan berganti 
menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis 
pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural 
yang disusun dalam organisasi formal perusahaan. Nilai-nilai kebersamaan 
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berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pamanfaatan waktu 
yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas 
seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan 
ini jika terjadi secara cepat dan mendadak, akan membuat kegoncangan 
proses-proses sosial dalam masyarakat, bahkan akan terjadi upaya 
penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan 
tatanan kehidupan masyarakat yang sudah ada. 
Selain itu, menurut Diana Francis (2006), sebab-sebab terjadinya 
konflik antara lain : 
1. Komunikasi 
Salah pengertian yang berkenaan dengan kalimat, bahasa yang sulit 
dimengerti dan informasi yang tidak lengkap. 
2. Struktur 
Pertarungan kekuasaan antara pemilik kepentingan atau sistem yang 
bertentangan, persaingan untuk merebutkan sumberdaya yang terbatas, 
atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok- kelompok kegiatan 
kerja untukmencapai tujuan mereka. 
3. Pribadi. 
Ketidaksesuaian tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi dengan perilaku 
yang diperankan mereka, dan perubahan dalam nilai-nilai persepsi. 
4. Tahapan Konflik 
Situasi konflik akan selalu berubah dari waktu kewaktu apabila 
konflik tersebut terus dibiarkan terjadi tanpa adanya upaya penanganan atau 
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penyelesaian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Fisher el.al, 
menyebutkan ada beberapa alat bantu untukmenganalisissituasi konflik, 
salah satunya adalah penahapan konflik. Konflik berubah setiap saat, 
melalui tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda 
(Fisher,2001:19-20). Tahap-tahap ini adalah:  
1. Pra-Konflik: merupakan periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian 
sasaran diantara dua pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik 
tersembunyi dari pandangan umum, meskipun salah satu pihak atau 
lebih mungkin mengetahui potensi terjadi konfrontasi. Mungkin terdapat 
ketegangan hubungan diantara beberapa pihak dan/atau keinginan untuk 
menghindari kontak satu sama lain.  
2. Konfrontasi: pada saat ini konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya 
satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya 
mulai melakukan demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya.  
3. Krisis: ini merupakan puncak konflik, ketika ketegangan dan/ kekerasan 
terjadi paling hebat. Dalam konflik skala besar, ini merupakan periode 
perang, ketika orang-orang dari kedua pihak terbunuh. Komunikasi 
normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan 
umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya.  
4. Akibat: kedua pihak mungkin setuju bernegosiasi dengan atau tanpa 
perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak ketiga yang 
lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk 
menghentikan pertikaian.  
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5. Pasca-Konflik: akhirnya situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri 
berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan 
mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun jika isu-isu dan 
masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling 
bertentangan tidak diatasi dengan baik, tahap ini sering kembali lagi 
menjadi situasi prakonflik.  
5. Akibat Konflik 
Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam 
pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan penyatuan dan pemeliharaan 
struktur soial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua 
atau lebih individu atau kelompok. Konflik individu atau kelompok lain 
dapat memperkuat kembali identitasnya dan melindunginya agar tidak lebur 
kedalam dunia sosial sekelilingnya. 
Konflik atau pertentangan tentu saja mempunyai dampak positif 
maupun dampak negetif. Apakah suatu pertentangan membawa dampak-
dampak yang poitif atau tidak, tergantung dari persoalan yang 
dipertentangkan dan juga truktur sosial dimana pertentangan tersebut 
bersifat positif oleh karena itu ia mempunyai kecenderungan untuk 
memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma atau hubungan-
hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan 
individu maupun bagian-bagian kelompok. 
Pemikiran awal tentang fungsi konflik sosial berasal dari georg 
simmel yang diperluas oleh Coser (Rizer, dkk, 2003) dalam Furkan Abdi 
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2009: 40, yang menyatakan bahwa konflik dapat membantu mengeratkan 
ikatan kelompok yang terstruktur secara longgar. Masyarakat yang 
mengalami disintegrasi atau berkonflik dapat memperbaiki perpaduan 
integrasi. 
Beberapa akibat yang ditimbulkan oleh pertentangan atau konflik, 
antara lain (Wirawan: 2010: 106-109): 
1. Bertambahnya solidaritasin-group 
Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok lain, solidaritas 
antara warga/ kelompok biasanya akan tambah erat. 
2. Hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok 
Hal ini terjadi apabla timbul pertentangan antar golongan dalam suatu 
kelompok. 
3. Adanya perubahan kepribadian individu 
Ketika terjadi pertentangan, ada beberapa pribadi yang tahan dan tidak 
tahan terhadapnya. Mereka yang tidak tahan akan mengalami perubahan 
tekanan yang berujung tekanan mental. 
4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban Jiwa 
Konflik yang berujung pada kekerasan maupun peperangan akan 
menimbulkan kerugian, baik secara materi maupun jiwa-raga manusia. 
5. Akomodasi, dominasi, dan takluknya suatu pihak 
Konflik merupakan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Konflik bisa 




B. Resolusi Konflik di dalam Masyarakat 
Penyelesaian atau Resolusi konflik merupakan suatu kondisi di mana 
pihak-pihak yang berkonflik melakukan suatu perjanjian yang dapat 
memecahkan ketidakcocokkan utama di antara mereka,  menerima keberadaan 
satu sama lain dan menghentikan tindakan kekerasan satu sama lain. Ini 
merupakan suatu kondisi yang selalu muncul setelah konfliknya terjadi. 
Resolusi konflik ini merupakan suatu upaya perumusan kembali suatu solusi 
atas konflik yang terjadi untuk mencapai kesepakatan baru yang lebih diterima 
oleh pihak-pihak yang berkonflik.   
Resolusi konflik memiliki tujuan agar kita mengetahui bahwa konflik itu 
ada dan diarahkan pada keterlibatan berbagai pihak dalam isu-isu mendasar 
sehingga dapat diselesaikan secara efektif. Selain itu, agar kita memahami gaya 
dari resolusi konflik dan mendefinisikan kembali jalan pintas ke arah 
pembaharuan penyelesaian konflik. Resolusi konflik difokuskan pada sumber 
konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama mengidentifikasikan isu- 
isu yang lebih nyata. Selain itu, resolusi konflik dipahami pula sebagai upaya 
dalam menyelesaikan dan mengakhiri konflik. Fisher et.al (2001:7) yang 
menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab 
konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama 
diantara kelompok-kelompok yang berseteru. 
Menunjuk pada pemaparan diatas maka yang dimaksud dengan resolusi 
konflik adalah suatu cara antara pihak yang berkonflik untuk menyelesaikan 
masalah yang sedang dihadapinya secara sukarela. Resolusi konflik juga 
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menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif 
untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan pada pihak-
pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka 
sendiriatau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk 
membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya. 
Menurut Nasikun (1993), pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dalam 
beberapa pendekatan, di antaranya:  
1. Negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna 
mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lain. 
Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secaradamai 
melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Dalam hal ini, negosiasi 
merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai 
kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan 
yangsama maupun yang berbeda. 
2. Konsiliasi (Conciliation), Pengendalian konflik dengan cara konsiliasi 
terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan 
tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan di antara pihak-pihak 
yang berkonflik. Lembaga yang dimaksud diharapkan berfungsi secara 
efektif, yang sedikitnya memenuhi empat hal: 
1. Harus mampu mengambil keputusan secara otonom, tanpa campur 
tangan dari badan-badan lain, 
2. Lembaga harus bersifat monopolistis, dalam arti hanya lembaga itulah 
yang berfungsi demikian,  
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3. Lembaga harus mampu mengikat kepentingan bagi pihak-pihak yang 
berkonflik, 
4. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis.Konsiliator nantinya 
memiliki hak dan kewenangan untuk menyampaikan pendapat secara 
terbuka dan tidak memihak kepada yang bersengketa. Selain itu, 
konsiliator tidak berhak untuk membuatputusan dalam sengketa untuk 
dan atas nama para pihak sehingga keputusan akhir merupakan proses 
konsiliasi yang diambil sepenuhnya oleh para pihak dalam sengketa 
yang dituangkan dalam bentuk kesempatan di antara mereka. 
3. Mediasi (Mediation),pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk 
menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasihat-nasihat, berkaitan 
dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka alami. bahwa 
mediasi merupakansalah satu bentuk negosiasi antara para pihak yang 
bersengketa dan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu demi 
tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistis. Sementara itu, pihak 
ketiga yang ditunjuk membantu menyelesaikan sengketadinamakan sebagai 
mediator. Oleh karena itu, pengertian mediasi mengandung unsur-unsur, 
antara lain:Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan 
perundingan;Mediator terlibat dan diterima oleh para pihak yang 
bersengketa di dalamperundingan; Mediator bertugas membantu para pihak 
yang bersengketa untuk mencaripenyelesaian. 
Tujuan mediasi untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan 
yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri 
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sengketa.Dengan demikian, putusan yang diambil atau yang dicapai oleh 
mediasi merupakan putusan yang disepakati bersama oleh para pihak yang 
dapat berbentuk nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi tatanan dalam 
masyarakat. 
4. Arbitrasi (Arbitration), pihak-pihak yang berkonflik bersepakat untuk 
menerima pihak ketiga, yang akan berperan untuk memberikan keputusan-
keputusan, dalam rangka menyelesaikan yang ada. Berbeda dengan 
mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk 
menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbitrer. 
C. Tinjauan tentang Masyarakat 
Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah society yang berasal dari 
kata Latin “socius” yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata 
bahasa Arab “syaraka” yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat 
adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah 
saling berinteraksi.  
Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama,hidup 
bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan 
keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac lver dan 
Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat 
adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama 
antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta 
kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan 
bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu 
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adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) 
masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja 
bersama cukup lama,sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan 
menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang 
dirumuskan dengan jelas, sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan 
(dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama 
yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, 
identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang 
diikat oleh kesamaan. 
Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkanmasyarakat 
memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris 
disebut “society”. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan 
manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai 
kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, 
dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. 
D. Tinjauan tentang Pemerintah Daerah  
Pemerintah daerah dipimpin oleh kepala daerah. Kepala dan wakil kepala 
daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah 
juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat, dan memberikan laporan 
keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan 




Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah berhenti karenameninggal 
dunia; permintaan sendiri; atau diberhentikan. Kepala Daerah dan/atau Wakil 
Kepala Daerah diberhentikan sebagaimana dimaksud karena: berakhir masa 
jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; tidak dapat melaksanakan 
tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 
6 (enam) bulan;tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau 
wakil kepala daerah;dinyatakan melanggar sumpah/ janji jabatan kepala daerah 
dan/atau Wakil Kepala Daerah; tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah 
dan/atau Wakil Kepala Daerah;melanggar larangan bagi Kepala Daerah 
dan/atau Wakil Kepala Daerah. 
E. Kerangka Konseptual 
Penulis mencoba menyampaikan kerangka konseptual agar pembaca 
depat mengetahui gambaran penelitian tentang konflik antara masyarakat 
dengan pemerintah (pada studi kasus eksplorasi tambang di Kecamatan Lambu 
Kabupaten Bima) tersebut. 
Konflik pada dasarnya merupakan sebuah hal yang selalu ada dan sulit 
untuk dipisahkan dalam kehidupan sosial. Namun konflik tidaklah muncul 
begitu saja dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang 
melatarbelakanginya. Penulis menganggap ada beberapa hal yang 
melatarbelakangi terjadinya konflik di Kecamatan Lambu tersebut, beberapa 
diantaranya yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada 
masyarakat mengenai rencana dan kebijakkan-kebijakkan yang ingin mereka 
laksanakan. Sehingga akibat kurangnya sosialisasi, pemerintah terkesan 
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tertutup dan kurang transparan dalam membuat kebijakkan. selain itu penulis 
juga melihat yang melatarbelakangi konflik tersebut adalah adanya perbedaan 
kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah mengenai lahan yang ingin 
dijadikan lokasi pertambangan serta penerbitan SK Ijin Usaha Pertambangan. 
Konflik jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan eskalasi 
konflik kian meluas. Selain itu, penanganan konflik yang lambat akan 
menyebabkan berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat, seperti 
hancurnya atau retaknya kesatuan kelompok, hancurnya harta benda, jatuhnya 
korban jiwa, dan lain sebagainya. 
Melihat kondisi tersebut, maka dibutuhkan penanganan atau resolusi 
konflik yang tepat demi meredam konflik tersebut agar tidak semakin meluas 
dan menyebabkan dampak yang lebih besar lagi. Secara umum sebagaimana 
yang dijelaskan oleh nasikun (1993) ada beberapa pola penyelasaian atau 
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Penjelasan Skema Konseptual: 
 Konflik tersebut merupakan konflik vertikal antara masyarakat dengan 
pemerintah Kabuaten Bima Nusa Tenggara Barat. 
 Konflik terjadi karena ada berbagai faktor yang melatarbelakanginya. 
 Eskalasi konflik meluas, juga dilator belakangi oleh berbagai faktor  
 Apabila konflik tidak segera di atasasi dan di tengani dengan baik 
maka konflik akan meluas dan berujung pada kekerasan dan jatuhnya 
korban, maka disitulah dibutuhkan adanya Resolusi Konflik yang 
dilakukan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat. 


















A. Pendekatan dan Strategi Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan 
kualitatif  ini digunakan karena berkaitan dengan topik dan masalah 
yang dibahas yaitu mengenai konflik sosial antara masyarakat dengan 
pemerintah daerah. Pendekatan kualitatif ini digunakan agar mampu 
memahami,  menggambarkan dan menjelaskan berbagai latar belakang 
masalah penelitian ini secara mendalam dapat dipertanggungjawabkan. 
2. Strategi Penelitian 
Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, yakni sebuah 
metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena 
kontemporer yang terdapat dalam kehidupan nyata, yang dilaksanakan 
ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas, 
dengan menggunakan berbagai sumber data. 
Creswell (1998) menjelaskan bahwa suatu penelitian dapat disebut 
sebagai penelitian studi kasus apabila proses penelitiannya dilakukan 
secara mendalam dan menyeluruh terhadap kasus yang diteliti, serta 





B. Waktu dan Lokasi Penelitian 
1. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan dimulai dari  awal 
bulan Januarihingga awal bulan Maret 2015. Rencana awalnya, penulis 
ingin melakukan penelitian mulai tanggal 1 januari, namun karena 
berbagai kendala berkaitan dengan ijin penelitian, akhirnya penulis 
memperoleh ijin penelitian mulai tanggal 8 Januari sampai 7 Maret 
2015, dari Bappeda Kabupaten Bima, kemudian diteruskan ke Kantor 
Kecamatan lambu.Sehingga pada tanggal 9 Januari penulis mulai 
melakukan aktivitas penelitian, mulai dari pengamatan lokasi 
penelitian sampai pada tahap pencarian informan, dan akhirnya pada 
saat itu penulis berhasil mewawancarai seorang informan pada pukul 
08:57 Wita. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa 
Tenggara Barat, dengan pertimbangan bahwa konflik bermula karena 
adanya aktifitas pertambangan di daerah tersebut, jadi diharapkan 
masyarakat Lambu maupun pemerintah Kabupaten Bima mampu 
memberikan informasi secara lengkap serta dapat di pertanggung 
jawabkan kebenarannya. Penulis juga melakukan pengamatan 
(observasi) di sejumlah tempat yang merupakan lokasi konflik, seperti 
Kantor Camat Lambu, Pelabuhan Sape, Kantor Kapolsek Lambu, 
Kantor Pemerintahan Kabupaten Bima. 
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C. Tipe dan Dasar Penelitian 
1. Tipe Penelitian  
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian iniadalah deskriptif 
yaitu sebuah penelitian yang berusaha memberi gambaran maupun 
uraian yang bersifat deskriptif mengenai suatu kolektifitas objek yang 
diteliti secara sistematis dan aktual mengenai fakta-fakta yang ada. 
2. Dasar Penelitian 
Penelitian ini menggunakan studi kasus sebagai dasar penelitian, 
bertujuan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara nalar 
(kondisi alamiah) yang ada dalam masyarakat (Juliansyah noor: 2011). 
Dengan menggunakan metode kualtatif maka peneliti berusaha 
menghasilkan gambaran secara nyata sistematis dan akurat sesuai 
dengan data dilapangan. 
D. Informan 
Konsep Sampel dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan 
bagaimana memilih informan atau situasi sosial tertentu yang dapat 
memberikan informasi yang adekuat dan terpecaya mengenai elemen-
elemen yang ada. Cara pemilihan informan dalam penelitian ini tidak 
diarahkan pada jumlah tetapi berdasarkan pada asas kesesuaian dan 
kecukupan data maupun informasi. Oleh karena itu penentuan informan 
menggunakan tekhnik Snow Ball sampling. 
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Fokus penelitian kualitatif adalah pada kedalaman dan proses 
sehingga dalam penelitian ini hanya melibatkan 7 informan. Jumlah 
sampel yang relatif kecil pada umumnya digunakan pada suatu penelitian 
kualitatif untuk lebih memberikan perhatian pada pendalaman 
penghayatan subyek. 
Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan beberapa 
pertimbangan, yaitu pertama karena penelitian ini berbentuk kasus, sampel 
penelitian yang tidak terlalu besar akan sangat mendukung kedalaman 
hasil penelitian, disamping pertimbangan keterbatasan kemampuan, waktu 
dan dana. Kedua, penentuan jumlah sampel dianggap telah memadai pada 
saat informasi yang didapat telah lengkap. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Salah satu langkah dalam penelitian yang amat penting yaitu 
pengumpulan data, serta data yang digunakan harus valid. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 
cara mengambil data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan 
melalui pengamatan terbatas. Untuk melengkapi data dilakukan 
wawancara mendalam kepada informan dengan berpedoman pada daftar 
pertanyaan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 
Pengumpulan data primer, peneliti menggunakan beberapa teknik 




1. Pengamatan (Observasi) 
Pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap suatu gejala 
yang tampak pada objek penelitian. Observasi yang di lakukan adalah 
observasi non partisipatif, yakni hanya melakukan kegiatan pencatatan, 
pemotretan serta pengumpulan dokumen-dokumen. 
2. Wawancara mendalam (Depth Interview) 
Wawancara mendalam atau depth interview adalah kumpulan data 
dengan menggunakan teknik wawancara mendalam yaitu antara 
peneliti dengan informan yang dilakukan untuk mendapatkan 
keterangan yang jelas dan valid. Pengumpulan data yang dibimbing 
oleh pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan, teknik ini disetrai 
pencatatan konsep, gagasan, pengetahuan informan yang diungkapkan 
lewat tatap muka. Adapun pedoman wawancara yang penulis gunakan 
bisa disimak dibagian lambiran dalam penulisan ini. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu salah satu cara memperoleh data maupun 
informasi dengan sejumlah dokumentasi yang bersumber dari media 
massa, dinas maupun instansi terkait lainnya, serta menghimpun dan 
merekam data yang bersifat dokumentatif. Ada beberapa dokumentai 
yang penulis peroleh dari beberapa informan maupun dari media 
massa, berupa foto suasana konflik, foto kerusakkan bangunan 
pemerintahan Kecamtan Lambu maupun Kabupaten Bima dan lain-
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lain. Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan lempiran dalam penulian 
ini. (Dokumentasi terlampir) 
F. Teknik Analisis Data  
Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun data yang telah 
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. 
Analisis data dilakukan dengancara mengorganisasikan data kedalam 
kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke 
dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan 
membuat kesimpulan. Sehingga dengan  analisis tersebut data penelitian 
dapat mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 
Adapun prosedur dalam menganalisis data kualitatif, menurut 
Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2008:91-99) adalah sebagai 
berikut : 
1. Reduksi Data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 
danpolanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 
memberikangambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 
untuk melakukanpengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
diperlukan.  
2. Penyajian Data, setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 
adalahmendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 
bisadilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
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kategori,dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat 
naratif. 
3. Kesimpulan atau Verifikasi, langkah ketiga dalam analisis data 
kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 
awal yangdikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 
tahappengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 
dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid 
dankonsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 














GAMBARAN UMUM KONFLIK DAN LOKASI PENELITIAN 
F. Sepintas mengenai Konflik Di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 
Konflik antara masyarakat dengan pemerintah di Kecamatan Lambu pada 
tahun 2011 hingga 2012 ini berawal dari kehadiran PT. Sumber Mineral 
Nusantara (SMN) yang melakukan eksplorasinya di wilayah Kecamatan 
Lambu. Kegiatan eksplorasi dilakukan berdasarkan pada surat ijin usaha 
pertambangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima yakni 
SK No. 188.45/357/004/2010. 
Masyarakat pada umumnya belum pernah mendapatkan sosialisai atau 
penyampaian dari pemerintah mengenai SK 188 tentang Ijin Usaha 
Pertambangan tersebut. Masyarakat baru mengetahui hal tersebut ketika  pihak 
bertambangan mulai melakukan aktifitas penambangannya berupa 
pematokkan area pertambangan, penggalian dan lain sebagainya. 
Masyarakat Lambu yang sebahagian besar bermatapencaharian sebagai 
petani dan peternak merasa resah melihat aktifitas yang dilakukan oleh pihak 
pertambangan terebut. Mereka khawatir akan dampak yang akan ditimbulkan 
oleh kegiatan penambangan tersebut. Akhirnya sejumlah tokoh pemuda dan 
tokoh masyarakat berupaya untuk menolak perusahaan tambang tersebut agar 
tidak terus menerus melakukan kegiatan eksplorasinya. Masyarakat 
melakukan musyawarah dan bersepakat untuk melakukan aksi penolakkan 
tambang  di depan kantor Camat Lambu. Dalam aksi tersebut masyarakat 
meminta kepada Camat Lambu agar menyampaikan kepada Bupati Bima 
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bahwa masyarakat Lambu menolak adanya pertambangan di wilayah 
Kecamatan Lambu. Untuk itu Bupati harus segera mencabut kembali SK 188 
mengenai Ijin Usaha Pertambangan yang telah diterbitkannya. 
Aksi tersebut tidak ditanggapi serius oleh Pemerintah, karena massa aksi 
saat itu tidak begitu banyak, hanya dilakukan oleh beberapa pemuda saja. 
Pemerintah menganggap bahwa masyarakat pada umumnya telah menyetujui 
pertambangan tersebut sesuai dengan laporan dari masing-masing Pemerintah 
Desa sebelumnya, yang ditandai dengan adanya foto copy KTP dan tanda 
tangan persetujuan masyarakat, namun ternyata data tersebut dinilai 
dimanipulasi oleh Pemerintah Desa. 
Aksi yang dilakukan oleh tokoh pemuda dan masyarakat tersebut tidak 
berhenti sampai disitu, mereka kembali menghimpun massa dengan jumlah 
yang lebih banyak dari sebelumnya dan kembali melakukan aksi hingga 
beberapa kali didepan Kantor Camat Lambu dengan tuntutan yang sama dan 
berharap Bupati bisa hadir langsung di Kecamatan Lambu memberikan 
penjelasan mengenai SK 188 terebut. Namun Bupati tak kunjung hadir 
menemui masyarakat, padahal sebelumnya Camat Lambu mengatakan bahwa 
Bupati Bima bersedia hadir menemui masyarakat dan memberikan penjelasan 
mengenai tuntutan masyarakat tersebut, namun ternyata pada saat itu Bupati 
tidak jadi hadir dan dikhabarkan sedang ke Mataram. 
Aksi yang dilakukan pada bulan Februari 2011 ini, melahirkan sebuah 
peritiwa besar, yakni pembakaran kantor Camat Lambu dan sejumlah 
infentaris yang ada dilokasi kantor Camat Lambu, seperti satu unit mobil 
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pemadam kebakaran, satu unit rumah dinas, dan lain-lain.Aksi pembakaran 
kantor camat tersebut dilatarbelakangi oleh kekesalan massa aksi yang telah 
lama menanti kehadiran Bupati yang ternyata tidak jadi hadir. Massa secara 
spontan melakukan aksi melempar dan kemudian lemparan tersebut dibalas 
oleh pihak yang dianggap sebagai preman bayaran Kecamatan, sedangkan 
pihak kepolisian  mencoba mengamankan situasi namun aksi saling lempar 
tetap berlanjut hingga akhirnya polisi mengeluarkan tembakan dan mengenai 
salah seorang massa aksi. Hal tersebut membuat amarah massa aksi semakin 
tak terkendalikan hingga akhirnya polisi dipukul mundur dan terjadilah 
pengrusakan serta pembakaran kantor Camat Lambu. 
Massa aksi yang melakukan aksi pembakaran pada saat itu dinyatakan 
harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Sehingga beberapa hari 
pasca insiden tersebut pihak kepolisian melakukan swiping kerumah 
masyarakat sehingga ditahanlah lima orang. Akibat adanya penahanan 
terhadap beberapa anggota masyarakat tersebut, akhirnya masyarakat kembali 
melakukan aksi di depan kantor pemerintah Kabupaten Bima meminta rekan-
rekannya yang ditahan agar segera dibebaskan kembali dan SK 188 tersebut 
segera dicabut.Hal tersebut tidak diindahkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Bima, Pemerintah berargumen bahwa mereka yang ditahan tetap harus 
menjalani proses hukum yang ada serta SK 188 tetep tidak akan dicabut. 
Berkali-kali masyarakat yang tergabung dalam Front Rakyat Anti 
Tambang (FRAT). Bima  ini melakukan aksi demonya, namun pemerintah 
tetap pada pendiriannya. Hingga akhirnya masyarakat memutuskan untuk 
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menduduki dan memblokir Pelabuhan Sape. Aksi tersebut menuai responsif 
daripemerintah sehingga pemerintah melakukan negosiasi dengan masyarakat, 
namun negosiasi yang dilakukan tidak melahirkan kesepakatan bersama antara 
kedua belah pihak, pemerintah hanya mengeluarkan keputusan pemberhentian 
sementara selama setahun terhadap Ijin Usaha Pertambangan tersebut, 
sedangkan masyarakat menginginkan SK tersebut dicabut secara tetap. 
Akibatnya, mayarakat tetap melakukan pendudukan Pelabuhan Sape, 
hinggapemerintah mengeluarkan surat pencabutan SK Ijin Usaha 
Pertambangan tersebut secara tetap. Harapan itu belum juga 
terpenuhi,pemerintah tetap pada pendiriannya, dan mengambil langkah 
mengerahkan aparat kepolisian maupun Brimob untuk melakukan 
pembubaran paksa terhadap massa aksi di Pelabuhan Sape, karena dinilai 
sudah mengganggu kepentingan orang banyak terutama pengguna jasa 
Pelabuhan tersebut, dimana Pelabuhan Sape merupakan salah satu jalur 
transportasi penghubung antara NTB dengan NTT. 
Pembubaran paksa di Pelabuhan Sape tersebutmengakibatkan puluhan 
massa aksi mengalami luka-luka karena terkena tembakkan dan pukulan dari 
aparat serta dua orang dinyatakan meninggal dunia, Sabtu 24 Desember 
2011.Selain itu puluhan masyarakat tersebut setelah menjalani perawatan, 
mereka ditetapkan sebagai tersangka dan di tahan di Rumah Tahanan (Rutan) 
Raba-Bima. 
Insiden di Pelabuhan Sape tersebut menuai reaksi dari masyarakat secara 
luas, sehingga massarakat menghimpun ribuan massa dari berbagai 
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Kecamatan yang ada di Kabupaten Bima, masyarakat kembali menuntut agar 
Bupati segera mencabut SK 188 yang dinilai sebagai sumber masalah tersebut, 
serta membebaskan masyarakat yang ditahan, dan mengadili oknum-oknum 
yang melakukan pelanggaran HAM terhadap masyarakat Lambu.Namun 
hingga saat itu Bupati Bima belum juga mencabut ijin usaha pertambangan 
tersebut dengan berbagai alasannya.Akhirnya kekesalan massa aksi semakin 
memuncak, hingga terjadilah insiden pengrusakan serta pembakaran kantor 
pemerintahan Kabupaten Bima, sore hari tanggal 26 januari 2012. Setelah itu 
massa bergerak menuju Rutan Bima untuk membebaskan secara paksa 
puluhan masyarakat yang ditahan pada saat insiden di Pelabuhan Sape.Akibat 
berbagai aksi yang dilakukan masyarakat tersebut akhirnya Bupati mencabut 
SK 188 secara tetap pada tanggal 28 Januari 2011 dengan mengeluarkan SK 
No. 188.46/64/004/2012. 
Pasca konflik tersebut, komunikasi politik antara masyarakat dengan 
pemerintah masih belum berjalan normal, maka hadirlah tokoh-tokoh yang 
dianggap berpengaruh untuk menyampaikan arahan-arahan serta nasehatnya 
terhadap kedua belah pihak, dan akhirnya kedua belah pihak bisa menerima 
satu sama lain, dan kembali menjalin komunikasi. Pemerintah mamafaatkan 
momen-momen untuk menjalin silaturahmi dengan masyarakat, seperti 






G. Kondisi Geografis Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 
Kecamatan Lambu merupakan salah satu dari delapan belas kecamatan 
yang ada di Kabupaten Bima.Wilayah Kecamatan Lambu dengan luas 404 
km
2
 terbagi dalam 12 desa, dimana desa terluas  adalah Desa Mangge dan 
terkecil adalah Desa Lambu. Yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan 
Lambu adalah Desa Sumi. Desa Sumi yang berada pada jarak 48 km dari 
IbuKota Kabupaten Bima dengan ketinggian 16 meter di atas permukaan laut. 
Diantara 12 desa, Desa Hidirasa merupakan desa dengan jarak terjauh sekitar 
28 km dari Ibu Kota Kecamatan. 
Kecamatan Lambu terletak diujung timur Kabupaten Bima, berbatasan 
dengan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berada dalam wilyah pulau 
Sumbawa provinsi Nusa Tenggara Barat.Wilayah Kecamatan Lambu 
berbatasan dengan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara Timur, Kecamatan 
Langgudu, Kecamatan Wawo dan Kecamatan Sape. Sebagaimana yang 
terlihat dalam tabel berikut ini:  
Tabel 1.1 Letak geografis kecamatan lambu 
No Batas-batas kecamatan  
1 Sebelah utara Kecamata Sape 
2 Sebelah selatan Kecamatan Langgudu 
3 Sebelah Barat Kecamatan Wawo 
4 Sebelah Timur Kepulauan Nusa Tenggara Timur 
Sumber: Kantor Camat lambu. 
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hidup dari kehidupan 
manusia yang mendiami suatu daerah yaitu faktor geografis, oleh karena itu 
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untuk menganalisa suatu masalah yang ada hubungannya dengan pengaruh 
suatu daerah maka obyek penelitian dan penganalisaan tentu membutuhkan 
pengetahuan secara lengkap tentang lokasi daerah penelitian. 
Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Lambu antara 
Lain Untuk lahan sawah sebesar 83,80 km2, Kebun seluas 50,01 km2, 
Bangunan dan pekarangan seluas 15,68 km2, hutan negara seluas 242,91 km2 
dan selebihnya untuk lokasi lainnya.Seperti yang terlihat dalam tabel: 











1 Mangge 36.33 8.82 0.01 - - 45.16 
2 Nggelu 1.29 0.59 2.93 90.96 - 95.77 
3 Lambu 20.96 2.99 25.08 - - 49.03 
4 Soro 2.39 0.43 1.35 - 1.74 5.91 
5 Sumi 1.77 0.17 7.73 66.33 - 76.00 
6 Rato 2.29 0.47 0.28 19.04 - 22.08 
7 Lanta 3.10 0.23 0.27 7.58 - 11.18 
8 Simpasai 2.10 0.45 2.22 12.65 2.74 20.16 
9 Kaleo 2.09 0.05 0.01 1.36 2.11 5.65 
10 Hidirasa 2.49 0.40 6.65 33.66 0.80 44.00 
11 Melayu 2.99 0.80 2.42 - - 6.21 
12 Lanta Barat 6.00 0.28 1.06 11.33 4.46 23.13 
 Jumlah 83.80          15.68 50.01     242.91 11.85      404,25 
 Sumber : kantor Camat Lambu 
Keadaan geografis inilah sehingga Kecamatan Lambu merupakan 
salah satu titik tambang yang menggiurkan pemodal Asing untuk membuka 
pertambangan, Kecamatan Lambu merupakan salah satu Kecamatan yang 
memiliki potensi sumber daya alamterbesar di Kabupaten Bima (Pusat Kajian 
Keutuhan Bima Timur, Kondisi Geografis Kabupaten Bima.htm) 
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Setiap desa di wilayah Kecamatan Lambu memiliki luas wilayah yang 
berbeda-beda, namun secara keseluruhan Kecamatan Lambu memiliki luas 
wilayah seluas 404.32, sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini: 
Table 1.3 Luas Wilayah Kecamatan Lambu dirinci per Desa Tahun 2013 
 
No Nama Desa Luas Wilayah (km2) Perentase 
 (1) (2) (3) 
1 Mangge 45.16 11.17 
2 Nggelu 95.77 23.67 
3 Lambu 49.03 12.13 
4 Soro 5.91 1.46 
5 Sumi 76.00 18.80 
6 Rato 22.08 5.46 
7 Lanta 11.18 2.77 
8 Simpasai 20.16 4.99 
9 Kaleo 5.62 1.39 
10 Hidirasa 44.00 10.88 
11 Melayu 6.27 1.55 
12 Lanta Barat 23.14 5.72 
 Jumlah 404.32 100.00 
 Sumber: Kantor Kecamatan Lambu 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa luas kecamatan Lambu secara 
keseluruhan adalah seluas 404.32 km
2
. Desa yang terluas di Kecamatan 
Lambu adalah Desa Nggelu dengan luas wilayah 95.77 km
2
, dengan 
presentase 23.67 %, sedangkandesa yang tersempit adalah Desa Kaleo dengan 
luas wilayah 5.62 km
2
. 
Adapun jarak desa dengan Ibu Kota Kecamatan maupun Ibukota 
kabupaten dapat di ketahui melalui tabel berikut ini: 
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Tebel 1.4jarak Ibu Kota Desa Dari Kecamatan dan Ibu Kota Kabupaten dirinci Per 
Desa Tahun 2013 
 
 (1) (2) (3) (4) 
1 Mangge Mangge 17.2 72 
2 Nggelu Nggelu 19.3 66.5 
3 Lambu Lambu 12.6 56.8 
4 Soro Soro 1.5 45.6 
5 Sumi Sumi 0.0 48 
6 Rato Rato 2.0 49 
7 Lanta Lanta 4.4 51.6 
8 Simpasai Simpasai 7.4 58.2 
9 Kaleo Kaleo 7.0 42 
10 Hidirasa Hidirasa 19.8 66.8 
11 Melayu Melayu 1.0 48 
12 Lanta Barat Lanta Barat 5.5 52.7 
Jarak Ibukota Kecamatan Ke Ibukota Kabupaten 48 
Sumber: Kantor Kecamatan Lambu. 
Diketahui dari tabel diatas desa yang memiliki jarak terdekat dengan 
Ibukota Kecamatan adalah Desa Sumi karena Desa sumi merupakan Ibukota 
dari Kecamatan Lambu sedangkan Desa yang jaraknya paling jau dengan Ibu 
Kota Kecamatan adalah Desa Hidi Rasa dengan jarak 19.8 km
2
, kemudian 
Desa yang jaraknya dengan Ibukota Kabupaten yang paling dekat adalah 
Desa Kaleo yakni dengan jarak 42 km
2
, sedangkan yang paling jauh adalah 
Desa Hidi Rasa yakni dengan jarak 66.8 km
2
.Jarak antara Ibukota Kecamatan 
dengan Ibukota Kabupaten sendiri adalak 48 km
2
. 
No Desa Ibukota Desa 
Jarak dari Ibukota (km
2
) 





Struktur pemerintah desa di kecamatan Lambu terlihat bahwa masing-
masing Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh seorang 
sekretaris Desa dan rata-rata untuk tiap Desa terdapat 5 orang Pamong Desa 
yang lain.Berikut tabel  jumlah kepala desa berdasarkan pendidikan: 
 Table 2 Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan lama 
Menjabat Dirinci Per Desa Tahun 2013 
                     Pendidikan Terakhir 
NO          Desa                SMA            PT 
1 Mangge 1 - 
2 Nggelu - 1 
3 Lambu 1 - 
4 Soro - 1 
5 Sumi - 1 
6 Rato 1 - 
7 Lanta 1 - 
8 Simpasai 1 - 
9 Kaleo 1 - 
10 Hidirasa 1 - 
11 Melayu 1 - 
12 Lanta Barat 1 - 
 Jumlah 9 3 
   Sumber : Kecamatn Lambu 
Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan Kepala 
Desa diKecamatan Lambu yang menjabat hingga tahun 2013 pada umumnya 
adalah SMA dan Perguruan Tinggi. Terdapat 9 (Sembilan) orang 
berpendidikan terakhir ekolah menengah atas (SMA), dan 3 (Tiga) orang 





Berdasarkan hasil Regitrasi Penduduk di Kecamatan Lambu pada 
Tahun 2013 terdapat penduduk sebanyak 38.651 jiwa. Dikaitkan dengan luas 
wilayahnya, Kecamatan Lambu mempunyai kepadatan penduduk sebanyak 
95.61 jiwa per km
2
. Desa Kaleo mempunyai Kepadatan tertinggi sebesar 
847,69 jiwa per km2. 
Sementara jumlah kelahiran yang tercatat pada tahun 2013 mencapai 
672 jiwa, sedangkan jumlah kematian mencapai 196 jiwa, dimana 13 jiwa 
diantaranya adalah bayi.  Dengan demikian angka kematian bayi pada tahun 
2013 dikecamatan lambu mencapai 1,93%. Sementara Jumlah rumah tangga 
pada tahun 2013 sebanyak 9.827 rumah tangga. Sehingga dari 38.651 jiwa 
penduduk yang ada, rata-rata setiap rumah tangga terdapat 3,93 orang 
anggota rumah taangga. 
Sumber air yang paling banyak digunakan untuk memasak adalah 
berasal dari sumur perigi dan sumur pompa. Sedangkan bahan bakar untuk 
memasak sebagian besar menggunakan kayu bakar dan minyak tanah. 
Namun, dalam beberapa tehun terakhir pasokkan minyak tanah di Kecama 
Lambu terkadang mengalami kelangkaan, sehingga membuat masyarakat 
menggunakan kayu bakar untuk memassak sambil menunggu pasokkan 
minyak tanah, itupun kalau pasokan minyak tanah sudah ada, masyarakat 
harus bersusah payah dan antri untuk memperolehnya. Di Kecamatan Lambu 
hampir belum ada masyarakat yang memasak menggunakan gas LPJ. 
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Berikut ini penulis akan menyajikan data mengenai kependudukan di 
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima melaluai table-tabel sebagai berikut: 
Tabel 3.1Rumahtangga,Jumlah Penduduk, dan Rata-rata Anggota Rumahtangga 
Dirinci Per Desa Tahun 2013 
No Desa/ Kelurahan 
Rumah 
Tangga 
Penduduk Rata-rata ART 
 (1) (2) (3) (4) 
1 Mangge 463 1.665 3.60 
2 Nggelu 343 1.786 4.03 
3 Lambu 446 1.686 3.78 
4 Soro 1.094 4.734 4.33 
5 Sumi 1.001 4.150 4.15 
6 Rato 983 5.237 5.33 
7 Lanta 768 3.248 4.23 
8 Simpasai 1.403 3.488 2.49 
9 Kaleo 798 2.542 3.19 
10 Hidirasa 264 984 3.73 
11 Melayu 589 2.598 4.41 
12 Lanta Barat 511 2.323 4.55 
Jumlah..........................8.763 .........34.44.....................15.782 
Sumber : Kantor Camat Lambu 
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kecamatan 
Lambudirinci pertahun 2013 yaitu sebanyak 34.441 jiwa, jumlah rumah 
tangga sebanyak 8.763 rumah tangga, dan jumlah rata-rata anggota rumah 
tangga sebanyak 5.782 orang. Jumlah penduduk terbanyak adalah di Desa 
Soro yakni sebanyak 4.734 jiwa, sedangkan yang paling sedikit jumlah 
penduduknya adalah Desa Hidi Rasa yakni 984 jiwa. Jumlah rumah tangga 
terbanyak terdapat di Desa simpasai yakni sebanyak 1403 rumah tangga, 
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sedangkan yang paling sedikit jumlah rumah tangganya terdapat di Desa Hidi 
Rasa yakni hanya 264 rumah tangga. 
Tabel 3.2 Jumlah Bangunan Tempat Tinggal Menurut Desa dan Jenis Bangunan 
Tahun 2013 
..................................................Jenis Bangunan 
No..................Desa.....................Batu.............Kayu        Bambu        Jumlah 
 (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Mangge 7 420 9 436 
2 Nggelu 98 156 116 370 
3 Lambu 29 87 126 242 
4 Soro 114 644 43 801 
5 Sumi 510 306 97 913 
6 Rato 126 514 183 823 
7 Lanta 38 670 2 710 
8 Simpasai 69 812 83 964 
9 Kaleo 200 915 27 1142 
10 Hidirasa 239 6 0 245 
11 Melayu 118 432 22 572 
12 Lanta Barat 55 394 0 449 
              Jumlah.............. ..1.603...    .....5.356.........   708           7.667 
Sumber : Kantor Camat Lambu 
Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah bangunan tempat tinggal 
masyarakat Kecamatan Lambu sebanyak 7.667 rumah, yang terdiri dari 1.603 
rumah yang jenis bangunannya dari batu, 5.356 rumah yang jenis 
bangunannya dari kayu dan 708 rumah yang jenis bangunannya dari 
bambu.Terlihat juga dari tabel bahwa yang memiliki jumlah bangunan 
terbanyak yang jenis bangunannya dari batu terdapat di Desa Sumi yakni 
sebanyak 510 rumah. Dan yang paling sedikit adalah di Desa Mangge yakni 
hanya 7 rumah, karena kebanyakkan masyarakatnnya memiliki rumah kayu, 
yakni sebanyak 420 rumah. 
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Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Menurut Agama Tahun 2013 






 (1) (2) (3) (4) (5) 
1 Mangge 1.665 0 0 0 
2 Nggelu 1.786 0 0 0 
3 Lambu 1.686 0 0 0 
4 Soro 4.734 0 0 0 
5 Sumi 4.150 0 0 0 
6 Rato 5.237 0 0 0 
7 Lanta 3.248 0 0 0 
8 Simpasai 3.488 0 0 0 
9 Kaleo 2.542 0 0 0 
10 Hidirasa 984 0 0 0 
11 Melayu 2.598 0 0 0 
12 Lanta Barat 2.323 0 0 0 
  Sumber: Kantor Camat Lambu 
 Tabel diatas menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Lambu 
yang tercatat hingga tahun 2013 seluruhnya beragama islam. 
 Penduduk berdasarkan Jenis Pekerjaan 
 Masyarakat Kecamatan Lambu pada umumnya bermata pencaharian 
sebagai petani. Namun ada juga yang bekerja pada sektor non pertanian 
seperti dibidang konstruksi, perdagangan, transportasi, industri,  dan 
sebahagian diantaranya juga bekerja di sektor Pemerintahan seperti PNS, 
TNI/ Polri, Bank/Pegadaian.  
 Agar mengetahui jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaannya maka 




Tabel 3.4 jumlah penduduk yang bekerja disektor pertanian dirinci  
per desa tahun 2013 
                                          Petanian 
No             ..Desa                      Pemilik   Penggarap    Buruh Tani 
 (1) (2) (3) (4) 
1 Mangge 588 176 215 
2 Nggelu 595 200 422 
3 Lambu 2008 1730 80 
4 Soro 2016 914 301 
5 Sumi 99 109 75 
6 Rato 1980 702 388 
7 Lanta 277 101 183 
8 Simpasai 376 96 216 
9 Kaleo 275 86 69 
10 Hidirasa 175 56 25 
11 Melayu 118 232 72 
12 Lanta Barat 255 394 85 
                   Jumlah                   10.742          4.972           2.131 
Sumber: Kantor Camat Lambu 
 
 Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah petani pemilik secara 
keseluruhan pada tahun 2013 sebesar 10.742 orang, sedangkan petani 
penggarap berjumlah 4. 972 orang dan selanjutnya buruh tani sebanyak 2.131 
orang, jadi total keseluruhan penduduk yang bekerja disektor pertanian adalah 
sebanyak 17.845 orang. 
Selanjutnya yaitu jumlah penduduk yang bekerja di sektor non pertanian 
seperti dibidang konstruksi, perdagangan, transportasi maupun, industri. 




Tabel 3.5 jumlah penduduk yang bekerja disektor non pertanian dirinci per Desa 
tahun 2013 
No Desa Konstruksi Perdagangan Transportasi Industri 
1 Mangge 59 59 131 63 
2 Nggelu 70 71 364 90 
3 Lambu 161 160 375 128 
4 Soro 120 122 109 174 
5 Sumi 105 103 124 123 
6 Rato 121 121 16 230 
7 Lanta 211 211 10 70 
8 Simpasai 12 12 175 27 
9 Kaleo 25 25 36 35 
10 Hidirasa 44 13 15 7 
11 Melayu 31 90 27 21 
12 Lanta Barat 16 63 35 12 
Jumlah                   3207              1050               1419                 980 
Sumber: Kantor Camat Lambu 
  
 Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah masyarakat Lambu secara 
keseluruhan yang bekerja dibidang konstruksi adalah 3207 orang, di sektor 
perdagangan sebanyak 1050 orang, di bidang transportasi sebanyak 1419 
orang, dan di sektor industri sebanyak 980 orang. 
Selain itu ada beberapa yang bekerja di sektor pemerintahan baik sebagai 
PNS, TNI/ Polri, Guru dan lain-lain.Secara keseluruhan masyarakat 
Kecamatan Lambu yang bekerja sebagai PNS adalah sebanyak 486 orang, 
yang bekerja sebagai TNI/ Polri sebanyak 225 orang, sebagai Guru sebanyak 
782 orang dan yang bekerja di Bank atau Pegadaian adalah sebanyak 174 




Tabel 3.6 jumlah penduduk yang bekerja disektor pemerintahan dirinci per Desa 
tahun 2013 
No Desa PNS TNI/ Polri Guru Bank/Pegadaian 
1 Mangge 49 10 24 1 
2 Nggelu 75 1 62 4 
3 Lambu 25 7 44 9 
4 Soro 36 10 75 83 
5 Sumi 52 13 49 1 
6 Rato 78 25 84 21 
7 Lanta 38 52 36 15 
8 Simpasai 30 22 19 15 
9 Kaleo 31 31 18 13 
10 Hidirasa 2 1 13 1 
11 Melayu 23 25 26 - 
12 Lanta Barat 47 28 32 12 
               Jumlah             486               225                 782                     174 
Sumber: Kantor Camat Lambu 
 
J. Kondisi Sosiologis Kecamatan Lambu 
Indonesia Sebagai Negara Kepulauan yang terbentang dari Sabang 
sampai Merauke tentunya memiliki ragam budaya (Heterogenitas) dan bahasa 
yang berbeda, dengan corak kebiasaan berbeda-beda membuat Indonesia 
menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki banyak kebudayaan, 
kondisi ini didukung dengan konteks geografis Indonesia dengan kepulauan 
sehingga antar satu pulau dan pulau yang lainnya dipisahkan oleh lautan dan 
Samudra. Selain kunjungan budaya Wisata pegunungan dan wisata bahari 
menjadi tujuan utama para Wisatawan Lokal maupun Asing, dengan 
panorama pegunungan dan lautan ini mampu menjadi magnet bagi turis asing 
untuk terus mengeksplorasi keindahan Indonesia. Kondisi tersebut dapat 
menguntungkan Indonesia dari sisi Ekonomi maupun Sosial. 
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Beragam warna kebudayaan dan panorama alam terdapat satu daerah 
yang sangat kental dengan corak budaya yang oriental yakni 
daerahKecamatan Lambu yang berada di kabupaten bima Nusa Tenggara 
Barat (NTB). Pola interaksi masyarakat kecamatan Lambu ini dengan latar 
belakang berbeda ini menjadikan kecamatan Lambu menjadi sasaran para 
transmigran baik yang berasal dari pulau sumbawa sendiri maupun dari luar 
pulau Sumbawa seperti Sulawesi,flores, Jawa, Bali dan Lainnya. Kecamatan 
Lambu yang sering di identikkan dengan “Kasar/Keras” keidentikan tersebut 
muncul dari dialeg (logat) dari masyarakat Sape yang merupakan daerah 
mewadahi wilayah Kecamatan Lambu sebelum pemekaran, Lambu 
merupakan daerah yang memiliki logat bahasa yang sangat jauh beda dengan 
masyarakat kecamatan sape. memang dari segi intonasi bahasa memang 
dialeg Sape kedengaran lebih keras dibanding dengan dialeg bahasa suku lain, 
namun itu bukanlah sebuah keburukan melainkan kelebihan kondisi sosial 
masyarakat yang berada di kecamatan ini. 
Masyarakat Kecamatan Lambu dari konteks sosio-history merupakan 
salah satu daerah niaga dan agraris, dengan tradisi masyarakat yang lebih 








HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Laporan hasil penelitian ini akan membahas tentang mekanisme 
konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah. Secara khusus 
terdapat tiga permasalahan yang akan menjadi pokok pembahasan laporan 
hasil penelitian ini. Pokok permasalahan yang pertama yaitu: Faktor-faktor 
apa yang melatarbelakangi terjadinya konflik di Kecamatan Lambu Kabupaten 
Bima?; Kedua yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan meluasnya eskalasi 
konflik di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima?; dan yang ketiga yaitu 
Bagaimana Resolusi Konflik kasus Ijin Pertambangan di Kecamatan Lambu 
Kabupaten Bima yang dilakukan oleh pemerinta dengan masyarakat?. Dengan 
demikian setelah pembahasan ketiga pokok permasalahan tersebut kita dapat 
mengetahui dan memahami faktor-faktor apa sebenarnya yang melatar 
belakangi terjadinya konflik tersebut, mengapa eskalasi konfliknya bisa 
meluas, serta bagaimana resolusi konflik yang dilakukan oleh pemerintah 
dengan masyarakat. 
Namun sebelum penulis membahas lebih lanjut ketiga pokok 
permasalahan tersebut diatas, penulis terlebih dahulu memaparkan mengenai 
identitas informan. Dimana identitas informan memuat data tentang jenis 




Selain itu, penulis juga sedikit menguraikan begaimana kronologi 
konflik antara masyarakat dengan pemerintah di Kecamatan Lambu tersebut. 
Adapun susunan isi dari hasil penelitian tentang konflik antara 
masyarakat dengan pemerintah (pada kasus eksplorasi tambang di Kecamatan 
Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat), adalah sebagai berikut: 
 Identitas Informan 
 Kronologi Konflik antara masyarakat dengan pemerintah di 
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima  
 Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara 
masyarakat dengan pemerintah di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 
 Faktor-faktor yang menyebabkan meluasnya Eskalasi konflik di 
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 
 Resolusi Konflik kasus Ijin Pertambangan di Kecamatan Lambu 
Kabupaten Bima yang dilakukan oleh Pemerintah dengan masyarakat 
A. Identitas  Informan 
1. Umur  
Umur merupakan salah satu faktor yang memperngaruhi dalam 
proses pengambilan peran, memperoleh informasi atau berbagai 
pengalaman dan pengambilan keputusan dalam lingkugannya. Umur 
akan memberikan pengaruh yang besar pada seseorang tentang 
bagaimana ia bertindak dan melakukan berbagai aktivitas dalam rangka 
memenuhi kebutuhannya.  
55 
 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di kecamatan 
Lambu Kabupaten Bima, maka diketahui rata-rata umur informan yang 
paling mudaberkisar 23 tahun dan yang paling tua adalah 54 tahun. 
Jumlah informan yang berumur  23 tahun, 28 tahun, 37 tahun, 38 tahun, 
39 tahun, 49 tahun, dan 54 tahun yaitu satu orang, masing-masing An, 
Ke, Su, Sa, Ha, Ju, dan Mu. Oleh karena itu, rata-rata informan memiliki 
umur atau usia berkisar 23-54 tahun , seperti yang terlihat pada tabel 
berikut ini: 
Tabel 4.1Ditribusi Informan Menurut Umur 
No Nama Informan/ Inisial Umur 
1 Informan Su 37 
2 Informan Sa 38 
3 Informan Ju 49 
4 Informan Mu 54 
5 Informan Ke 28 
6 Informan Ha 39 
7 Informan An 23 
   Sumber Pengolahan Data Primer 2015 
2. Jenis Kelamin 
Berdasarkan hasil pengamatan penulis terhadap informan yang 
diwawancarai maka penulis dapat mengetahui jenis kelamin dari masing-
masing informan, bahwa terdapat 6 (Enam) informan yang berjenis 
kelamin laki-laki yaitu informan Ke, Sa, Ha, Ju, dan Mu, serta 1  
informan yang berjenis kelamin perempuan yakni Su. Untuk lebih 
jelasnya silahkan perhatikan tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 Ditribusi Informan Menurut Jenis Kelamin 
No Nama Informan/ Inisial Jenis Kelamin 
1 Informan Su Perempuan 
2 Informan Sa Laki-laki 
3 Informan Ju Laki-laki 
4 Informan Mu Laki-laki 
5 Informan Ke Laki-laki 
6 Informan Ha Laki-laki 
7 Informan An Laki-laki 
 Sumber Pengolahan Data Primer 2015 
3. Pekerjaan  
Pekerjaan sangat menentukan seseorang dalam memenuhi kebutuhan 
hidupnya sehari-hari. Pekerjaan akan memberikan pengaruh terhadap 
peranan seseorang dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis akan memaparkan tentang 
pekerjaan informan sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 4.3Ditribusi Informan Menurut Pekerjaan 
No Nama Informan/ Inisial Pekerjaan 
1 Informan Su PNS 
2 Informan Sa Petani 
3 Informan Ju PNS 
4 Informan Mu PNS 
5 Informan Ke Mahasiswa 
6 Informan Ha Petani 
7 Informan An Mahasiswa 
Sumber Pengolahan Data Primer 2015 
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Tebel diatas menunjukkan bahwa informan yang bekerjasebagai 
petani yakni 2 orang yaitu Sa dan Ha, Mahasiswa 2 orang yaitu Ke dan 
An, serta PNS 3 orang yaitu Su, Ju, Mu. 
4. Pendidikan  
Pendidikan merupakan foktor penting bagi seseorang dalam 
meningkatkan taraf  hidupnya. Pendidikan akan memberikan pengaruh 
pada pola pikir seseorang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya 
sehari-hari. Setiap peningkatan Sumber Daya Manusia, tingkat 
pendidikan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhinya.  
Berdasarkan data yang di peroleh langsung dari para informan 
penelitian maka tingkat pendidikan informan akan penulis paparkan 
dalam tabel berikut: 
Tabel 4.4Ditribusi Informan Menurut Pendidikan 
No Nama Informan/ Inisial Pendidikan 
1 Informan Su S1 
2 Informan Sa SMA 
3 Informan Ju S1 
4 Informan Mu S2 
5 Informan Ke SMA 
6 Informan Ha SMA 
7 Informan An SMA 
 Sumber Pengolahan Data Primer 2015 
 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan 
informan yaitu4 (empat) orang informan berpendidikan terakhir SMA 
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yaitu Sa, Ke, Ha, An, 2 (dua) orang berpendidikan S1 yaitu Su dan Ju, 
dan 1 orang berpendidikan S2 yaitu Mu. 
5. Tempat Tinggal/ Tempat Domisili 
Penulis sengaja mencantumkan tempat tinggal atau tempat domisili 
informan karena penelitian ini dilakukan di Kecamatan lambu yang 
terdiri dari beberapa desa. Berdasarkan tekhnik penentuan informan yang 
dilakukan oleh penulis yaitu snow ball samplingdimana tekhnik ini 
merupakan tekhnik penentuan informan berdasarkan informasi atau 
petunjuk informan sebelumnya, dan jika informasi yang disampaikan 
oleh informan tersebut masih maka diharapkan informan selanjutnya 
mampu menyampaikan informasi yang lebih lengkap lagi, dan begitu 
seterusnya. Dalam penelitian ini, penulis telah mewawancarai sejumlah 
informan dari beberapa Desa di Kecamatan Lambu, untuk lebih jelasnya 
silahkan perhatikan tabel berikut ini:  
Tabel 4.5Ditribusi Informan Menurut Tempat Domisili 
No Nama Informan/ Inisial Tempat Domisili 
1 Informan Su Desa Rato 
2 Informan Sa Desa Rato 
3 Informan Ju Desa Simpasai 
4 Informan Mu Desa Sumi 
5 Informan Ke Desa Sumi 
6 Informan Ha Desa Melayu 
7 Informan An Desa Simpasai 
   Sumber Pengolahan Data Primer 2015 
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 Tabel di atas menunjukkan bahwa informan yang berhasil 
diwawancarai yaitu 2 orang yang tinggal di Desa Rato, 2 orang dari Desa 
Simpasai, 2 orang dari Desa Sumi, dan 1 orang dari  Desa Melayu 
B. Kronologi Konflik antara masyarakat dengan pemerintah di 
Kecamata Lambu Kabupaten Bima  
Agar lebih memahami faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
konflik, faktor yang melatarbelakangi meluasnya eskalasi konflik serta 
resolusi konflik kasus ijin pertambangan di Kecamatan Lambu Kabupaten 
Bima yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat, terlebih dahulu 
penulis memaparkan kronologi konflik di Kecamatan Lambu tersebut. 
Konflik yang terjadi pada tahun 2011 hingga 2012 ini berawal dari 
kehadiran salah satu Perusahaan Tambang yang melakukan kegiatan 
eksplorasi diwilayah Kecamatan Lambu. Awalnya masyarakat tidak 
memahami maksud dan tujuan dari kegiatan yang dilakukan oleh tim 
survei dari Perusahaan Tambang tersebut.  
Masyarakat Lambu pada umumnya belum pernah mendapatkan 
soialisasi ataupun penyampaian mengenai akan adanya kegiatan  
pertambangan tersebut baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak 
pertambangan itu sendiri. Sosialisasi hanya dilakukan pada pihak-pihak 
tertentu saja dan tidak dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat.  
Kegiatan eksplorasi oleh tim pertambangan terus berlangsung, 
akibatnya timbul kekhawatiran dari masyarakat, Masyarakat Lambu 
berusaha mencari tahu dan menelusuri mengapa perusahaan tambang 
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tersebut tiba-tiba datang diwilayah mereka dan melakukan kegiatan 
eksplorasi tanpa penyampaian ataupun penjelasan terlebih dahulu kepada 
masyarakat setempat mengenai maksud dan tujuan mereka. Setelah 
ditelusuri lebih lanjut ternyata perusahaan tambang yang bernama PT. 
Sumber Mineral Nusantara (SMN) tersebut telah memperoleh Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) sejak tahun 2008 silam yang kemudian diperbaharui 
dan dilakukan penyeuaian IUP tersebut oleh Bupati Bima, yakni SK 
NO.188.45/357/004/2010 tentang izin usaha pertambangan. 
Kebijakan atau pengambilan keputusan yang dilakukan oleh 
pemerintah Kabupaten Bima tersebut dianggap kurang tepat dan dilakukan 
secara sepihak tanpa adanya penyampaian atau sosialisasi terlebih dahulu 
kepada mayarakat, terutama kepada mayarakat yang memiliki hak atas 
tanah yang dijadikan area pertambangan tersebut. Persepsi mayarakat  
yang menduga adanya konspirasi antara pemerintah dengan pihak 
perusahaan begitu kuat, karena yang dilakukan pensosialisasian atas 
keberadaan PT. SMN hanya pada kalangan aparat desa dan aparat 
kecamatan saja tanpa melibatkan mayarakat pada umumnya.  
Pemerintah merasa memiliki wewenang penuh dalam pengambilan 
keputusan atau penetapan sebuah kebijakkan. Pemerintah menilai 
kebijakkan yang mereka ambil akan memberikan dampak positif bagi 
masyarakat kedepannya, sehingga pemerintah merasa tidak perlu 
menyampaikan atau mensosialisasikan masalah pertambangan tersebut 
kepada masyarakat secara luas. Mau tidak mau masyarakat harus 
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meneriman kebijakkan tersebut, karena akan membawa pada kesejahteraan 
masyarakat kedepannya. Namun meskipun demikian, masyarakat tetap 
mengharapkan adanya sosialisasi atau penyampaian secara transparan 
mengenai hal tersebut sebelum kebijakkan itu benar-benar diterbitkan. 
Berkaitan dengan hal diatas, Teori konflik menganggap adanya 
perbedaan peran dan status dalam masyarakat menyebabkan adanya 
golongan penguasa dan yang dikuasai. Distribusi kekuasaan dan 
wewenang yang tidak merata menjadi faktor terjadinya konflik sosial 
secara sistematis (Ritzer, 2002: 26) 
Pemerintah merasa bahwa mereka adalah kaum penguasa dan 
menganggap bahwa masyarakat adalah golongan yang dikuasainya, 
sehingga dengan leluasa penguasa mengeluarkan kebijakan tanpa meminta 
pertimbangan masyarakat terlebih dahulu. Jadi, pemerintah dinilai kurang 
transparan terhadap masyarakatnya dan terkesan menutup-nutupi 
kebijakan yang mereka tetapkan. 
Mengetahui kebijakan pemerintah tersebut, beberapa aktivis 
mahasiswa Bima yang tergabung dari beberapa kampus termasuk juga dari 
Mataram dan Makassar, serta perwakilan dari tokoh-tokoh masyarakat 
mencoba mengkaji dan mendiskusikan mengenai SK 188 yang telah 
dikeluarkan oleh Bupati tersebut. 
Setelah melakukan pengkajian panjang dan mendalam, para tokoh 
pemuda beserta tokoh masyarakat tersebut melihat SK yang telah 
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dikeluarkan oleh Bupati Bima No. 188.45/337/004/2010, 
tentangpersetujuan penyesuaian ijin usaha pertambangan ekplorasi kepada 
PT. Sumber Mineral Nusantara tersebut dinilai banyak manyalahi 
peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 4 Tahun 2009 tentang 
pertambangan meneral dan batubara. 
Kejanggalan atau ketidaksesuaian antara SK 188 yang telah 
dikeluarkan oleh Bupati Bima dengan isi pasal dalam UUNo. 4 Tahun 
2009,serta aktvitas pertambangan tersebut dikhawatirkan akan 
mengganggu aktivitas mayarakat yang notabene sebagai petani, sehingga 
membuat tokoh pemuda dan sejumlah tokoh masyarakat bersepakat untuk 
melakukan aksi protes kepada pemerintah. Akhirnya digelarlah aksi 
pertama di depan kantor Camat Lambu, dalam aksi tersebut masyarakat 
yang tergabung dalam “Front Rakyat Anti Tambang (FRAT)” 
manyampaikan pernyataan sikapnya bahwa berdasarkan pencermatan 
terhadap SK 188 yang kebanyakan tidak berdasarkan pada UU No. 4 tahun 
2009, serta dalam mengeluarkan SK tersebut pemerintah dinilai 
menyalahgunakan wewenangnya dan juga tidak melakukan sosialisasi 
terhadap masyarakat, sehinggamereka sebagai bagian dari masyarakat 
Kecamatan Lambu berharap agar SK Bupati Bima No. 
188.45/357/004/2010 tentang ijin usaha pertambangan ekplorasi yang 
diberikan kepada PT. Sumber Mineral Nusantara segera dicabut atau 
dibatalkan, dan segera lakukan peninjauan kembali terhadap Wilayah Ijin 
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Usaha Pertambangan (WIUP) di Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu 
yang dikuasai oleh PT. Sumber Mineral Nusantara. 
Aksiprotes pertama yang dilakukan oleh massa aksi tersebut ternyata 
tidak direspon atau ditanggapi serius oleh pemerintah kecamatan pada saat 
itu, karena pemerintah hanya melihat jumlah massa aksinya saat itu yang 
bisa dikatakan sedikit, pemerintah tidak terlalu memperhatikan apa yang di 
sampaikan dan menjadi tuntutan massa aksi, kerena dalam laporan 
pemerintah desa bahwa sebagian besar masyarakat telah menyetujui 
adanya pertambangan di wilayah Kecamatan Lambu, dan terbukti pada 
saat itu yang melakukan aksi penolakan hanyalah sedikit. Pak Sa (38 
tahun) mengungkapkan, 
“Setelah rapat-rapat tokoh masyarakat dengan tokoh pemuda, 
akhirnya sepakat megajukan protes ke Pemerintah Kecamatan. 
Namun, aksi protes masyarakat tersebut tidak ditanggapi oleh 
pemerintah, pemerintah mengatakan itu hanya sekelompok orang 
saja, karena jumlah pendemonya pada saat itu sedikit, akhirnya 
Pemerintah juga tidak mau tanggapi serius”. 
(wawancara, 11 januari 2015) 
Senada dengan ungkapan bapak Sa, saudara Fe (28 tahun) Informan 
kelimaini menyampaikan, 
“Pertama kami melakukan aksi tidak ada respon, kemudian yang 
kedua kami melakukan audiensi tapi tidak ada hasil”. 
(wawancara, 22 januari 2015) 
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Ketidakmampuan Pemerintah maupun masyarakat membangun 
komunikasi secara baik saat itu, sehingga menyebabkan aksi yang 
dilakukan tersebut tidak ditanggapi dengan serius oleh pemerintah 
Kecamatan Lambu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Ju 49 tahun 
(informan ketiga)  
“konflik itu terjadi lebih disebabkan oleh ketidakmampuan 
pemerintah dan masyarakat atau tokoh masyarakat pada saat itu 
membangun komunikasi secara baik.Hal ini disebabkan oleh 
kualitas personal, mohon maaf, baik dikalangan Pemerintah 
maupun dikalangan masyarakat atau tokoh mayarakat yang pada 
saat itu dinahkodahi atau diwakili oleh adik-adik tokoh 
mahasiswa”. 
(Wawancara 19 Januari 2015) 
Akibat tidak adanya tanggapan serius dari pemerintah pada saat itu, 
akhirnya para tokoh Pemuda atau aktivis Mahasiswa mulai melakukan 
konsolidasi ditengah-tengah masyarakat, melakukan aksi konvoi keliling 
disepanjang Kecamatan Sape dan Lambu, menyampaikan kepada 
mayarakat mengenai SK 188 yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 
tersebut terhadap PT. Sumber Mineral Nusantara, yang tidak berdasar 
pada Undang-undang, serta menyampaikan kepada masyarakat mengenai 
berbagai dampak yang akan di timbulkan apabila Perusahaan Tambang 
tersebut sudah beroperasi diwilayah mereka. Mereka mengajak masyakat 
untuk ikut sertamelakukan aksi penolakkan tambang serta mendesak 
pemerintah untuk mencabut kembali SK 188 yang telah dikeluarkan oleh 
Bupati Bima tersebut. 
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An (23 tahun) menuturkan, 
“Mahasiswa melakukan pergerakkan pada saat itu, yaitu 
menyebarluaskan informasi mengenai SK pertambangan tersebut 
supaya masyarakat sadar akan terjadinya kerusakan Sumber Daya 
Alam maupun Sumber Daya Manusia di kecamatan Lambu”. 
(wawancara 2 Februari 2015) 
Aksi konvoi yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa tersebut menuai 
respon dari masyarakat, terutama mayarakat yang merasa dikagetkan serta 
merasakhawatir dengan kedatangan tim survei dari pertambangan yang 
melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah mereka tanpa adanya 
penyampaian sebelumnya. Akhirnya aksi kembali dilakukan untuk yang 
kedua kalinya dengan jumlah massa yang lebih banyak dari aksi 
sebelumnya. 
Aksi tersebut bertujuan mendesak Camat Lambu untuk menolak 
adanya pertambangan diwilayah mereka dan bersedia menandatangani 
surat penolakan Sk 188 yang telah dikeluarkan oleh Bupati Bima tersebut, 
selain itu Camat Lambu diharapkan bersedia menyampaikan aspirasi 
masyarakat tersebut kepada Bupati Bima serta meminta Bupati Bima agar 
mau menemui masyarakat dan menjelaskan secara langsung mengenai apa 
yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut. Karena desakanmassa 
aksi,maka Camat Lambu pada saat itu menyatakankesediaannya untuk 
menyampaikan aspirasi masyarakat dan meminta Bupati Bima untuk 
bersedia menemui masyarakat di Kecamatan Lambu.  
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Namun, saat itu Camat tidak langsung menandatangani surat 
penolakkan SK 188 melainkan meminta kepada masyarakat agar memberi 
waktu kepadanya untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu kepada 
Bupati.Masyarakatpun memberinya waktu dengan tenggang waktu sekitar 
sebulan. Camat akhirnya menyampaikan kepada Bupati mengenai tuntutan 
masyarakat yang menginginkan ijin usaha pertambangan atau SK 188 
tersebut dicabut kembali, namun Bupati menanggapi bahwa apapun 
alasannya pertambangan di Kecamatan Lambu harus terjadi.  
Seiring berjalannya waktu, hari demi hari terlewati, mayarakat merasa 
terlalu lama menanti Bupati Bima hadir menemui mereka, sedangkan 
tenggang waktu yang dijanjikan oleh Camat telah habis, akhirnya 
masyarakat kembali melakukan aksi untuk yang ketiga kalinya sekitar 
bulan Februari 2011 di Kantor Camat Lambu dengan menghimpun massa 
aksi dengan jumlah ribuan massa. Massa aksi melakukan long march dari 
Lapangan Sura Desa Rato yang jaraknya sekitar dua kilometer dari Kantor 
Camat Lambu. Massa tetap pada tuntutan yang sama yakni meminta 
Camat Lambu menandatangani surat pernyataan penolakan adanya 
penambangan emas yang telah lama dioperaikan oleh PT. SMN.Meskipun 
Perusahaan Tambang tersebut baru melakukan tahap ekplorasi, ini sama 
halnya dengan membuka pintu gerbang ekploitasi hasil alam di Kecamatan 
Lambu, serta terkuras dan hilangnya mata air di wilayah tersebut dan 
terganggunya kegiatan pertanian. Selain itu mayarakat juga meminta 
kesediaan Bupati agar segera hadir ditengah-tengah masyarakat. 
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Aksi demo yang ketiga akhirnya terbuka ruang audiensi yang 
dimediasi oleh pihak kepolisian, Kapolsek memanggil beberapa 
perwakilan dari massa aksi untuk menghadap Camat, sehingga sekitar tiga 
atau empat orang yang menjadi perwakilan massa. Dalam ruang audiensi 
itu camat menyampaikan kepada perwakilan massa bahwa Bupati Bima 
siap hadir ditengah-tengah masyarakat untuk melakukan sosialisasi yang 
berkaitan dengan bagaimana memberikan jawaban terkait tuntutan ataupun 
keinginan masyarakat.Namun setelah ditunggu-tunggu hinggaberjam-
jamlamaya, Bupati tak kunjung tiba. Suasana lapar dan haus serta 
panasnya terik matahari membuat kesabaran masyarakat semakin 
berkurang, sehingga ada rasa ketidakpastian dalam diri masyarakat dan 
mereka merasa telah di bohongi oleh pemerintah. 
Akhirnya sekitar jam 11 siang, beberapa perwakilan dari massa aksi 
kembali memasuki kantor camat untuk meminta kejelasan mengenai 
pencabutan SK 188 serta kehadiran Bupatiyang sampai saat itu tidak 
kunjung tiba. Pemerintah kecamatanpun memberikan sebuah jawaban, dan 
jawaban itu kemudian disampaikan kepada massa aksi bahwa Bupati Bima 
tidak jadi hadir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh saudara Fe(28 
tahun), 
“Selang beberapa jam ditunggu, sekitar jam 11 kemudian keluarlah 
kawan-kawan yang melakukan audiensi tadi kemudian langsung 
menyampaikan bahwa Bupati tidak jadi hadir, Bupati lagi diluar 
Kota yakni ke Mataram”. 
(Wawancara, 22 januari 2015) 
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Mendengar pernyataan tersebut, seketika masyarakat bergerak secara 
spontan, amarah massa mulai tak terkendalikan, karena sudah lama 
menunggu dan telah diberikan harapan ataupun kepercayaan bahwa Bupati 
akan hadir tapi kenyataannya Bupati Tidak jadi hadir.Jadi itulah yang 
menjadi provokatosi awal, yaitu pemberikan harapan palsu oleh 
pemerintah. 
An informan ke tujuh (23 tahun) juga menjelaskan  
“Pada bulan Februari2011 masyarakat Kecamatan Lambu 
berbondong-bondong melakukan demonstrasi yang berdampak 
pada pembakaran kantor Camat Lambu, kerena Pemerintah 
Kabupaten Bima pada saat itu berjanji akan hadir di kantor camat, 
akan tetapi massa aksi menunggu sampai jam 1 siang, namun 
Bupati tak kunjung hadir, sehingga berdapak pada pembakaran 
kantor camat tersebut”. 
( Wawancara, 2 Februari 2015) 
Pembakaran kantor Camat Lambu tersebut bermula dari kekesalan 
mayarakat akibat Bupati yang tidak jadi datang ditengah-tengah 
masyarakat, serta Camat yang terus menunda menandatangani 
suratpenolakkan Ijin Usaha Penambangan tersebut.Rasa kekesalan massa 
aksi dilampiaskan dengan aksi saling melempar dengan aparat keamanan 
dan preman yang dianggap sebagai bayaran Camat. Aksi saling melempar 
tersebut sempat redam, namun pihak preman kembali memancing amarah 
massa sehingga aksi saling melemparpun kembali terjadi, hingga pihak 
aparat kepolisian mengeluarkan tembakan sehingga mengenai kaki salah 
seorang dari anggota aksi. Akibatnya, situasipun semakin memanas 
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danmassa aksi memukul mundur para apara kepolisian hingga akhirnya 
berujung pada pembakaran kantor camat beserta sejumlah inventaris yang 
ada di lokasi kantor camat. 
Sa (38 tahun) menjelaskan, 
“Pada saat itu masyarakat mulai menyerang dan mencoba masuk 
kedalam halaman kantor camat, namun dibendung oleh aparat 
kepolisian, akhirnya terjadilah aksi saling melempar dan saling 
pukul, hingga masyarakat dipukul mundur dan terjadi penembakan 
oleh pihak aparat sehingga emosi masyarakat kembali memuncak, 
dan kembali menyerang hingga memukul mundur aparat serta 
melakukan pengrusakan dan pembakaran kantor camat dan 
sejumlah fasilitas lainnya”. 
(wawancara, 1 Januari 2015). 
Ha (39 tahun) informan ke enam juga menuturkan, 
“Awal terjadinya bentrok fisik antara masyarakat dengan polisi di 
Kantor Camat Lambu, yaitu ada masyarakat yang terluka akibat 
terkena tembakan oleh pihak polisi, masyarakatpun semakin brutal 
pada saat itu hingga polisi mundur semualalu akhirnya terjadilah 
pembakaran kantor camat”. 
(wawancara, 29 januari 2015) 
Pasca insiden pembakaran tersebut ada beberapa orang yang 
ditetapkan sebagai tersangka yaitu sekitar lima orang yang ditahan. Salah 
satunya adalah saudara Fe (28)salah seorang informan dalam penelitian ini, 
sebagaimana diungkapkannya, 
“lima orang yang ditahan tersebut termasuk saya sendiri, om Uli, 
pak Ab, pak Nu,dan saudara Ta.Sedangkan sejumlah masyarakat 
lainnya yang sempat turun aksi, terlepas mereka ikut melempar 
atau melakukan pengrusakan ataupun tidak, tetap dinyatakan 
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bahwa seluruh masyarakat Kecamatan Lambu harus bertanggung 
jawab. Karena pada saat itu hampir 70% masyarakat  yang ikut 
aksi terutama masyarakat Desa Sumi dan Desa Rato”. 
(wawancara, 22 Januari 2015) 
Masyarakat pada saat itu merasa ketakutan dan menyembunyikan diri  
serta meninggalkan tempat tinggalnya untuk sementara waktu, hingga 
kegunung-gunung dan sebagainya, dan hanya sedikit yang tinggal dan 
berjaga-jaga dirumahnya. Sebab pada saat itu aparat kepolisian melakukan 
penyisiran terhadap masyarakat, hingga menyamar sebagai tukang ojek, 
penjual somai, dan sebagainya, kemudian melakukan swiping hingga 
keruang dapur rumah-rumah masyarakat. 
Namun, akibat ditahannya beberapa orang tersebut, masyarakat 
kembalimelakukan aksi protes didepan kantor Bupati Bimadan di kantor 
Polresta Kota Bima. Masyarakat melakukan pertemuan atau audiensi 
dengan Bupati dengan tuntutan agar dibebaskan mereka yang ditahan, dan 
segera mencabut SK 188. Namun Bupati menyatakan bahwa mereka yang 
ditahan harus menjalani proses hukum yang ada dan mengenai pencabutan 
SK 188 Bupati tetap pada pendirian awal bahwa SK 188 itu tidak akan 
pernah dicabut, karena alasannya bahwa tidak ada kewenangan beliau 
untuk mencabut SK 188 tersebut, padahal dilain sisi jelas-jelas bahwa SK 




Setelah aksi tersebut, suasana sempat dawn dan adem ayem hingga 
beberapa bulan, karena sebagian masyarakat masih takutakan akansisa-sisa 
kasus pembakaran kantor camat, dan juga dengan alasan menunggu rekan-
rekannya yang ditahan tersebut bebas dari tahanan. Akhirnya Setelah 
anggota masyarakat yang ditahan dalam kasus pembakaran kantor Camat 
tersebut keluar dari tahanan dan itu bertepatan dengan masa liburan 
Mahasiswa, baik dari Bima, Makassar maupun Mataram. Momen itu 
dimanfaatkan oleh mereka untuk kembali membangun gerakan melakukan 
konvoi keliling Kecamata Lambu-Sape hingga lima sampai enam kali, 
membangkitkan kembali semangat masyarakat dari rasa traumatiknya, 
akhirnya suasana yang konflik yang tadinya sempat redam selama 
beberapa bulan, kini kembali muncul. Masyarakatmelakukan rapat akbar 
dengan menghasilkan sebuah kesepakatan yakni akan kembali melakukan 
aksimenuntut pencabutan SK Ijin Usaha Penambangan tersebut dengan 
titik sentral di Kantor DPRD Kabupaten Bima. 
Fe (28 tahun)yang pada saat itu dipercayakan sebagai korlap aksi 
menuturkan, 
“Rapat akbar tersebut dilaksanakan pada hari minggu, dengan 
mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada indikasi terkait 
lokasi Ijin Usaha Pertambangan tersebut, diantaranya tokoh 
masyarakat Ambalawi, Wera, Langgudu, Parado, Sape, Wawo, 
Monta dan lain-lain. Hasil kesepakatannya kami akan melakukan 
aksi di kantor DPRD, dan kebetulan saya di tunjuk sebagai Korlap 
aksi”. 
(Wawancara, 12 Januari 2015) 
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Kemampuan mobilisasi massa pada saat itu dari Kecamatan Lambu 
sebanyak 15 truk, Kecamatan Ambalawi 5 truk, dan masih banyak lagi 
massa dari berbagai kecamatan lainnya. Demi meredam amarah massa 
aksi tersebut beberapa anggota DPR berusaha membuka ruang audiensi 
serta memberikan pernyataan sikapnya, mengeluarkan janji-janjinya, 
seperti akan melakukan mediasi, mempertemukan antara masyarakat 
dengan pemerintah dan lainsebagainya.Sebagaimana yang di ungkapkan 
oleh saudara Fe (28 Tahun),  
“Pada saat itu ada ruang audiensi, sampai ada beberapa anggota 
DPR memberikan pernyataan sikapnya secara person sebagai 
upaya meredam amarah massa pada saat itu”. 
(wawancara, 12 Januari 2015) 
Sehari setelah aksi demo tersebut, orang-orang dari pihak 
pertambangan maupun yang pro-tambang  juga melakukan aksi, mendesak 
pemerintah agar segera merealisasikan atau mengoperasikan 
pertambangan tersebut serta mendesak pemerintah untuk menangkap siapa 
saja pelaku pembakaran Kantor Camat. Sehinggadua hari setelah aksi dari 
pihak pertambangan tersebut maka tertangkaplah AS(salah seorang 
pelopor aksi) oleh pihak kepoliian. Pak Ha (39) menjelaskan, 
“kemarin kami turun demo namun keesokan harinya pihak 
pertambangan yang berdemo, nah itu juga salah satu pemicunya 
dulu, ada perlawanan dari orang-orang “bayaran” pemerintah yang 
turun demo, termasuk dari pihak guru-guru, kepala desa.Tujuan 
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mereka mendesak pemerintah agar menangkap siapa saja yang 
melakukan pembakaran dan segera realisasikan pertambanagan 
tersebut”. 
(Wawancara, 29 januari 2015) 
C. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Konflik antara 
Masyarakat dengan Pemerintah Di Kecamatan Lambu Kabupaten 
Bima. 
Konflik antara masyarakat dengan pemerintah di Kecamatan Lambu 
Kabupaten Bima sebenarnya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Berikut 
penulis akan memaparkan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
konflik antara masyarakat dengan pemerintah di Kecamatan Lambu tersebut, 
berdasarkan sejumlah informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara 
penelitian yang telah dilalukan oleh penulis dengan sejumlah informan yang 
ada di Kecamatan Lambu. Faktor-faktor tersebut antara lain : 
 1. Proses  sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik 
 Sosialisasi merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan 
bermasyarakat. Sosialisasi dimaksudkan agar memudahkan seseorang atau 
sekelompok orang dalam memahami sesuatu hal. Proses sosialisasi yang 
tidak berjalan dengan baik dapat mengakibatkan pemahaman atau persepsi 
orang terhadap suatu hal tersebut akan berbeda-beda (multipersepsi). 
Seperti dalam kasus Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang diberikan oleh 
pemerintah Kabupaten Bima kepada PT Sumber Mineral Nusantara 
(SMN) tersebut. Dengan adanya IUP yang diberikan oleh pemerintah 
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tersebut PT SMN dengan leluasa melakukan aktifitas eksplorasi 
pertambangannya. 
 Akibatnya, kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh perusahan 
tambang tersebut mengagetkan masyarakat setempat serta menimbulkan 
berbagai persepsi dalam masyarakat, tentang kenapa pemerintah 
mengelurkan kebijakan mengenai Ijin Usaha Pertambangan tersebut tanpa 
mensosialisasikan atau membicarakan terlebih dahulu dengan masyarakat 
setempat sebagai pemilik hak atas tanah, kemudian menjelaskan kepada 
masyarakat mengenai berbagai manfaat atau keuntungan dari hasil 
pertambangan tersebut baik untuk masyarakat maupun bagi kemajuan 
daerah Bima itu sendiri serta menjelaskan pula bagaimana dampaknya 
kedepan dan seperti apa AMDAL-nya, dengan senantiasa memperhatikan 
seperti apa kondisi Geografis, Sosial-Budayanya serta bagaimana kondisi 
Ekonominya. Selanjutnya, kenapa pemerintah mengeluarkan kebijakkan 
tanpa memperhatikan persetujuan masyarakat terlebih dahulu, apakah 
masyarakat mendukung atau menolak kegiatan pertambangan di wilayah 
mereka. 
 Ibu Su 37 tahun (informan pertama) menuturkan mengenai tidak 
maksimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada 
masyarakat secara umum, sehingga menimbulkan reaksi penolakan 




“Sosialisasi tidak dilakukan secara menyeluruh keseluruh lapisan 
masyarakat, hanya beberapa tokoh masyarakat yang hadir pada 
saat itu.Sehingga setelah dilakukan kegiatan eksplorasi, 
masyarakat merasa kaget mengetahui hal itu, dan akhirnya 
mayarakat yang belum tahu sama sekali masalah itu tidak 
mengijinkan perusahaan tambang itu masuk kewilayah mereka”. 
(wawancara, 9 Januari 2015) 
Pemerintah memang pernah melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai Ijin Usaha Pertambangan tersebut, namun 
sosialisasi yang dilakukan dinilai tidak maksimal serta tidak berjalan 
dengan baik, karenatidak disampaikan secara menyeluruh keseluruh 
lapisan masyarakat, sosialisasi dilakukan hanya terbatas pada aparatur-
aparatur pemerintah serta para kerabat atau keluarga dekatnya saja. Selain 
itu,sosialisasi terkait IjinUsaha Pertambanagn serta kehadiran PT. SMN 
di wilayah Kecamatan Lambu tidak dilakukan sejak awal sebelum 
perusahaan tersebut mulai melakukan kegiatan eksplorasinya. 
Sebagaiamana yang dijelaskan oleh pakSa 38 tahun yang (informan 
kedua), beliau mengungkapkan, 
“Sosialisasi dilakukan setelah tim tambang melakukan surveidan 
eksplorasi dengan mendatangkan alat berat untuk menguji coba ada 
tidaknya kandungan emas diwilayah tersebut, seharusnya menurut 
masyarakat sosialisasi dulu sebelum melakukan eksplorasi. Jadi 
sebenarnya tidak ada konflik kalau memang mereka sosialisasi 
terlebih dahulu sebelum melakukan eksplorasi”. 
(wawancara, 11 Januari 2015). 
 Jadi, menurut Sa (38 Tahun), konflik tersebut terjadi karena 
pemerintah maupun pihak pertambangana tidak melakukan sosialisasi 
76 
 
terlebih dahulu terhadap masyarakat setempat sebelum pemerintah 
menetapkan kebijakannya serta  sebelum perusahan tambang melakukan 
kegiatan eksplorasinya di wilayak Kecamatan Lambu. 
2..Pemerintah kurang terbuka terhadap masyarakat mengenai 
kebijakan yang akan ditetapkannya 
 Tidak adanya sosialisasi terhadap masyarakat secara menyeluruh, 
mengakibatkan Pemerintah (baik itu Pemerintah Desa, Kecamatan maupun 
Pemerintah Kabupaten) dinilai tidak transparan ataupun terkesan tertutup 
terhadap masyarakat, terkait rencana maupun kebijakkan-kebijakan yang 
mereka putuskan. Sebagaimana dalam kasus SK 188 ini, pemerintah 
langsung saja menetapkan dan mengeluarkan surat ijin pertambangan 
tersebut, tanpa menjelaskan secara detail kepada masyarakat mengenai 
manfaat yang akan diperoleh masyarakat, luas wilayah yang dijadikan area 
pertambangan, mengenai ganti rugi terhadap tanah kepada pemegang hak 
atas tanah, serta mengenai dampak-dampak yang akan ditimbulkan oleh 
kegiatan penambangan nantinya dan bagaimana AMDAL-nya. 
Sebagaiamana yang di ungkapkan oleh An (23 tahun) salah 
seorang aktivis Mahasiswa yang menjadi Informan ke tujuh dalam 
penelitian ini, dia mengungkapkan 
“Sebenarnya kejadian di Kecamatan Lambu pada tahun 2011 lalu 
berawal dari keberadaan pemerintah yang tidak pernah melakukan 
tahap negosiasi atau sosialisasi terhadap masyarakat. Pemerintah 
Kabupaten Bima langsung saja menandatangani SK 188 kemarin, 
tanpa adanya tahap soialisasi dan keterbukaan terhadap masyarakat 
sebelumnya mengenai kebijakkan tersebut”. 
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(Wawancara, 2 Februari 2015). 
 Saudara An secara subjektifitasnya menilai bahwa terdapat 
beberapa hal yang terkesan ditutup-tutupi oleh pemerintah mengenai 
seperti apa perjanjian dan kesepakatannya dengan pihak pertambangan 
tersebut, sehingga hal itu wajar saja dilakukan oleh pemerintah. Sebab 
menurutnya apabila pemerintah melakukan sosialisasi terlebih dahulu 
kepada masyarakat secara terbuka tanpa ada yang di tutup-tutupi 
sedikitpun, maka kemungkinan besar masyarakat pasti akan menolaknya. 
Sehingga untuk memuluskan rencananya, pemerintah mengambil langkah 
untuk tetap mengeluarkan SK Ijin Usaha pertambangan tersebut kepada 
PT SMN, meski tanpa sepengetahuan masyarakat sebelumnya. 
3. Kebijakan Pemerintah yang Kurang Tepat 
  Penentuan kebijakkan sangatlah penting bagi seorang pemimpin 
dalam sebuah kepemimpinan. Namun, dalam penentuan kebijakkan 
hendaklah seorang pemimpin mampu melihat serta memperhatikan 
kondisi dan keadaan lingkungan masyarakatnya, pemimpin harus 
senantiasa memperhatikan keinginan dan kebutuhan setiap anggota 
masyarakatnya, tidak sekedar memperturutkan keinginan pribadi maupun 
kepentingan kelompoknya saja. Kebijakkan yang diambil haruslah 
menyangkut kebaikan bersama dan juga harus sesui dengan Undang-
undang atau aturan yg menyangkut hal tersebut. Dari kronologi konflik 
Lambu yang penulis uraikan sebelumnya diatas, dalam penentuan 
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kebijakkannya yakni dikeluarkannya SK 188, pemerintah daerah 
berkeingin agar potensi kekayaan alam yang ada diwilayahnya dapat 
dikelolah dan dimanfaatkan dengan baik, namun sebelum penentuan Ijin 
Usaha Pertambangan tersebut dikeluarkan pemerintah tidak melibatkan 
masyarakat setempat terutama masyarakat yang memiliki hak atas tanah, 
selain itu pengkajian terhadap kondisi Sosio-geografis merupakan hal yang 
penting untuk dilakukan sebelum kebijakkan itu benar-benar diputuskan. 
Setelah dicermati ternyata SK 188 yang telah di keluarkan oleh 
pemerintah daerah tersebut terdapat banyak ketidaksesuaian dengan nilai-
nilai pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia khususnya UU No. 
4 tahun 2009.Seperti yang tercantum dalam lampiran pernyataan sikap 
Front Rakyat Anti Tambang (FRAT)-Bima, yang penulis peroleh dari 
salah seorang informan, diantaranya menjelaskan: 
Sebagaiman yang tercantum dalam pasal 17 bahwa batas dan luas 
Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral, logam dan batubara 
ditetapkan oleh pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah 
berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh pemerintah. Sedangkan SK Bupati 
tersebut tidak berdasarkan isi pasal tersebut yaitu tidak menentukan atau 
melampirkan data Wilayah Ijin Usaha Pertambangn (WIUP) dan 
pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 
Selanjutnya, dalam pasal 18 berbunyi kriteria untuk menentukan 1 
(satu) atau beberapa WIUP dalam suatu Wilayah Usaha Pertambangan 
79 
 
(WUP)  adalah sebagai berikut: letak geografis, kaidah konservasi, daya 
dukung lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan batubara dan 
tingkat kepadatan penduduk. Sedangkan sebelum mengeluarkan SK 188 
tersebut pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap 
masyarakat tentang penetapan WIUP berdasarkan kriteria-kriteria 
diatas.Masyarakat menganggap berdasarkan kriteria diatas pemerintah 
harus melakukan pengkajian dan peninjauan kembali terhadap WIUP yang 
dimaksud. 
SK 188 tersebut juga dinilai tidak mencantumkan atau memuat 
ketentuan wajib yang diatur dalam UU No. 4 tahun 2009 pasal 39 ayat 1 
tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi. Seperti dalam ayat 1 
huruf (a) berbunyi, wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya: Nama 
perusahaan, lokasi dan luas wilayah rencana umum tata ruang, jaminan 
kesungguhan, modal investasi, perpanjangan waktu tahap kegiatan, hak 
dan kewajiban pemegang UIP, jangka waktu berlakunya tahap kegiatan, 
jenis saham yang diberikan, rencana pengembangan dan pemberdayaan 
masyarakat disekitar wilayah pertambangan, perpajakan, penyelasaian 
masalah perelisihan, iuran tetap dan iuran eksplorasi dan AMDAL.  
Pasal 135 dalam UU No. 4 Tahun 2009 juga berbunyi pemegang 
UIP ekplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah 
mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah, namun PT. 
Sumber Mineral Nusantara (SMN) didalam melaksanakan kegiatan tahap 
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eksplorasi tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah 
dalam hal ini Masyarakat setempat. 
Peraturan Perundang-undangan juga memuat sangsi-sangsi bagi 
setiap orang yang mengeluarkan UIP yang bertentangan dengan Undang-
undang dan menyalahgunakan kewenangannya, sebagaimana yang dimuat 
dalam pasal 165 yang berbunyi, setiap orang yang mengeluarkan UIP, PR, 
atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini  dan 
menyalahgunakan kewenangannya diberi sangi pidana paling lama 2 (dua) 
tahun penjara dan denda RP. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah). 
(Lampiran Pernyataan Sikap Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) 
BIMA-NTB) 
  Maka, meninjau dari beberapa pasal dari UU No 4 Tahun 2009 
tersebut, ternyata kebijakkan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 
tersebut kurang tepat. 
4. Perbedaan Kepentingan  
  Perbedaan merupakan hal yang senantiasa ada dalam kehidupan 
sosial masyarakat, baik perbedaan antara individu atau kelompok dengan 
individu atau kelompok lainnya, begitu pula dengan perbedaan 
kepentingan.  
  Menurut Soejono Soekanto salah satu faktor penyebab konfik 
adalah perbedaan kepentingan. Dia menyatakan, “Ketika dalam waktu 
yang bersamaan masing-masing individu atau kelompok memilki 
kepentingan yang berbeda. Kadang, orang dapat melakukan kegiatan 
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yang sama, tetapi tujuannya berbeda”. Jadi dapat dikatakan bahwa 
kebutuhan atau kepentingan orang terhadap objek yang sama terkadang 
berbeda-beda, misalnya ketidakcocokan penggunaan lahan/ SDA di 
wilayah Kecamatan Lambu, Pemerintah menginginkan potensi 
sumberdaya alam yang ada pada lahan tersebut dikelola dan dimanfaatkan 
dengan baik, yaitu dengan melibatkan Perusahaan Tambang sebagai 
pencari dan pengelolah potensi-potensi yang ada pada lahan tersebut. 
hasilnya dapat menambah APBD (Anggaran pembelanjaan daerah), dan 
tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dan 
dapat memajukan daerahnya.  
  Namun dilain sisi, bagi masyarakat terutama masyarakat yang telah 
lama menggantungkan hidupnya terhadap lahan untuk bercocok tanam, 
dan berternak, lahan tersebut tidak boleh dirusak maupun dieksploitasi, 
kerena sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat yang 
notabene adalah petani. Bila lahan menjadi rusak, akan menimbulkan 
berbagai dampak bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, seperti 
kekurangan air bersih, tercemarnya lingkungan dll. Ketidak cocokan 
penggunaan lahan ini juga disinyalir karena pemerintah Kabupaten Bima 
tidak pernah melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga 
melahirkan persepsi masyarakat bahwa ada kemungkinan kepentingan 
politis dan pribadi dari pengesahan Iji Usaha Penambangan  di Lambu 
tersebut. 
  Sebagaiamana yang di ungkapkan oleh saudara An (23 tahun), 
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“Kalaupun pembacaan kearah seperti itu jelas-jelas ada kepentingan 
kenapa beliau ngotot ataupun belau tidak mau memenuhi apa yang 
menjadi tuntutan masyarakat pada saat itu, kalaupun berbicara 
politik untuk kepentingan pribadi bisa, untuk kepentingan 
kelompok bisa, kebutuhan kejayaan diapun bisa”. 
 
(Wawancara, 2 Februari 2015). 
  Jadi, menurut saudara An bahwa dalam penetapan Ijin Usaha 
Pertambangan tersebut terdapat beberapa kepentingan, baik kepentingan 
pribadi maupun kepentingan politik dari pemegang kekuasaan. An secara 
subjektivitasnya melihat bahwa Bupati telah menyalah gunakan 
wewenangnya demi meraih dan mempertahankan kekuasaannya. 
Sebagaiamana yang di ungkapkan oleh sadara An (23 tahun), 
“Kalau menurut saya sih kemarin, mungkin dia (Bupati) sudah 
menikmati duluan hasil tanda tangan kontrak dengan PT. Sumber 
Mineral Nuantara, karena beliau sudah mengikuti pemilu Bupati 
kemarin sudah periode kedua, bisa saja uangnya sudah dipakai 
untuk menjalankan maney-manay politik  pada saat beliau 
melakukan pencalonan. Itu menurut saya pribadi”. 
(Wawancara, 2 Februari 2015). 
D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Meluasnya Eskalasi Konflik Di 
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima 
 
Sebelum penulis membahas lebih lauh mengenai faktor-faktor apa saja 
yang melatarbelakangi meluasnya eskalasi konflik di Kecamatan Lambu 
Kabupaten Bima tersebut terlebih dahulu penulis menguraikan bagaimana 
proses meluasnya eskalasi konflik tersebut. 
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Konflik antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten Bima bila 
dicermati secara seksama ternyata melaluibeberapa tahapan konflik, dimana 
pada awalnya konflik sifatnya tersembunyi dan eskalasinya kecil, namun 
dalam perkembangannya konflik semakin meluas hingga berujung pada 
kerusakan fisik dan jatuhnya korban jiwa. 
Fisher,et.al menyebutkan sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada 
pembahasan tinjauan pustaka, bahwa konflik itu berubah setiap saat, melalui 
tahap aktifitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-
tahap tersebut adalah : Pra-Konflik, Konfrontasi, Krisis, Akibat, dan pasca-
Konflik. (fisher, et.al, 2001:19-20) 
Masyarakat telah berkali-kali melakukan aksi, namun aksi-aksi yang 
mereka lakukan tidaklah membuahkan hasil sebagaimana yang mereka 
inginkan, pemerintah dinilai tidak menanggapi aspirasi masyarakat secara 
serius, pemerintah tidak mampu memahami apa yang menjadi keinginan 
masyarakat, pemerintah dinilai tidak mampu mengkaji mengapa masyarakat 
Lambu bersikeras menolak SK 188 dan adanya kegiatan pertambangan 
diwilayah mereka. Kerena aksi-aksi yang mereka lakukan selama ini dinilai 
tak ada hasil yang berarti dan yang ada hanya kerugian yang didapatkan, 
dimana masyarakat telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk turun 
aksi dari Kecamatan Lambu ke Kabupaten Bima yang jaraknya cukup jauh, 
dimana aksinya tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, maka masyarakat 
terus mencari cara agar apa yang menjadi tuntutan dan harapan mereka 
terpenuhi oleh pemerintah.  
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Akhirnya masyarakat kembali melakukan musyawarah, mulai mengkaji 
bagaimana caranya agar pemerintah mempunyai perhatian atas usulan-
usulan yang ditawarkan oleh masyarakat. Musyawarah tersebut dilakukan 
pada malam Jum’attanggal 16 Desember 2011.Sehingga lahirlah sebuah ide 
untuk melakukan pemblokiran atau menon-aktifkan sekolah-sekolah yang 
ada di Kecamatan Lambu. Namun muncul lagi opsi yang kedua yakni 
Pemblokiran Pelabuhan Sape, sebagaimana yang di jelaskan oleh Pak Sa (38 
tahun),  
“masyarakat mulai mengkaji bersama bagaimana caranya agar 
Pemerintah mempunyai perhatian atas usulan-usulan yang 
ditawarkan oleh masyarakat. Rencananya pada saat itu tidak terlalu 
lama diblokir pelabuhan Sape, rencana awalnya hanya mau 
memblokir atau menon-aktifkan sekolah-sekolah yang ada di 
Kecamata Lambu, namun itu tidak terjadi, kerena keputusannya 
adalah menutup Pelabuhan Sape, dengan harapan aspirasi 
masyarakat mau didengar dan persoalan ini cepat ditanggapi oleh 
Pemerintah”. 
(wawancara, 11 januari 2015) 
Pak Ha (39 Tahun) juga menuturkan,  
“pada saat itu saya ditunjuk sebagai Korlap aksi, saya mengatakan, 
hanya ada satu cara kali ini, kalau kita hanya mendesak dan kita 
tidak mempunyai pegangan yang jelas dalam melakukan aksi demo, 
walaupun demo sampai mati tidak akanada tanggapan sama sekali, 
kita harus mencari cara agar Pemerintah mau mendengarkan 
aspirasi kita, caranya adalah kita blokir Pelabuhan Sape”. 
(Wawancara, 29 januari 2015). 
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Mahasiswa atau tokoh pemuda pada saat itu sempat menanggapi, bahwa 
itu terlalu berbahaya karena itu merupakan fasilitas umum. Namun, pak Ha 
menanggapi bahwa tidak ada lagi cara lain kecuali pemblokiran Pelabuhan 
Sape kalau masyarakat berani. Pak Ha (38 Tahun) kembali menuturkan,  
“saya menyampaikan pada masyarakat saat itu, sekarang kita harus 
berpikir keras, dengan adanya ancaman yang begitu berat yang 
akan menghadang maka kita akan mempersenjatai diri kita dengan 
senjata tajam, apupun yang terjadi kita hadapi semuanya, siapapun 
yang akan membubarkan kita secara paksa kita akan lawan mereka 
semuanya. Akhirnya masyarakat menyatakan setuju, namun adik-
adik mahasiswa menolak, dan mengatakan tidak bisa bang, itu 
melanggar kode etik”.  (wawancara, 29 januari 2015) 
Pak Ha menambahkan,  
“kalau berbicara mengenai pelanggaran maka tidak akan pernah 
bisa lahir SK 188, sesungguhnya lahinya SK tersebut sudah 
melanggar kode etik maupun kode hukum yang ada di Negara kita, 
jadi kitapun melanggar itu bukanlah suatu kesalahan yang terlalu 
besar menurut saya. Selanjutnya, melanggar atau tidak melanggar 
apa yang kita lakukan akan salah dimata kepolisian maupun 
pemerintah. Jadi kita akan sama-sama tanggung resikonya. 
Akhirnya masyarakat kembali menyatakan setuju.” 
(wawancara, 29 Januari 2015) 
Teori konflik melihat bahwa individu atau kelompok itu akan berusaha 
melakukan berbagai cara untuk memenuhi tujuannya dengan jalan 
menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman maupun kekerasan. 
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Sebagaimana menurut salah satu tokoh teori konflik yang 
mengatakan“Konflik sosial adalah suatu proses sosial dimana individu atau 
kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang 
pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan”.(Soerjono 
Soekanto (1982)) 
Masyarakat melakukan Aksi pendudukan Pelabuhan Sape tersebut pada 
hari Senin 19 Desember 2011. Namun belum juga ada tanggapan, setelah 
dua hingga tiga hari masyarakat menduduki atau menguasai Pelabuhan Sape, 
akhirnya pihak kepolisian mencoba memediasi namun tak memberikan 
sebuah solusi yang berarti. Sehingga dihadirkanlah Bupati Bima pada hari 
Kamis 22 Desember 2011 di Kecamatan Sapeyang dimediasi oleh pihak 
kepolisian, pertemuan tersebut dihadiri oleh delapan orang sebagai 
perwakilan dari Masyarakat, dan dari pihak Pemerintah dihadiri oleh Camat 
Sape, Camat lambu, Kapolsek, Danramil, Kapolres, Bupati Bima, dan 
termasuk dari pihak pertambangan. Negosiasi atau perundingan tersebut 
berlangsung kurang lebih 2 jam, Bupati begitu panjang lebar menjelaskan 
dan pada akhirnya Bupati hanya mengeluarkan surat pemberhentian 
sementara selama Satu Tahun dengan mengeluarkan SK nomor 
188.45/743/004/2011. 
Pak Ha (39 tahun) mengungkapkan,  
“saat itu saya spontan mengatakan kepada Bupati, pak Bupati 
mohon maaf, kami tidak mau mendengar ceramah disini, saya 
minta segera tutup acaranya, kasih kepastian dicabut SK 188. 
Jawabnya, hanya surat ini yang bisa saya lakukan, pemberhentian 
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sementara selama 1 (satu)Tahun. Jadi kami pulang dengan 
kecewa”. 
(wawancara, 29 Januari 2015) 
Keputusan Bupati tersebut tidak disetujui oleh masyarakat,karena  
sifatnya sementara maka pada dasarnya tidak ada upaya perumusan kembali 
atas konflik yang berlangsung. Kondisi tersebut hanyalah sebuah upaya 
penguluran waktu agar bisa menenangkan masyarakat yang kian memanas 
emosinya.Kekecewaan yang dirasakan membuat mereka untuk tetap 
melakukan pendudukan Pelabuhan Sape, hingga Bupati betul-betul 
mencabut SK 188 itu secara tetap.Setelah hari ke-Empat hingga hari ke-
Lima masyarakat menduduki Pelabuhan Sape, akhirnya polisi mulai 
mengkaji kekuatan masyarakat dengan mengerahkan intel-intelnya, mereka 
mulai membaca keadaan kapan banyaknya massa serta kapan kurangnya 
massa yang berada di lokasi aksi. Setelah dibaca dan dipelajari, tepat pada 
hari Sabtu 24 Desember 2011, Polisi melakukan serangan “Fajar”, dimana 
Polisi mulai bergerak dari Kantor Kapolsek Sape memasuki Pelabuhan yang 
jaraknya sekitar 1 Km, pada waktu subuh hari, dimana sebagian besar 
masyarakat tengah terlelap. Sekitar jam 06 pagi, ratusan personil kepolisian 
bersenjata lengkap berbondong-bondong memasuki area Pelabuhan, 
sehingga mengagetkan massa aksi yang masih bertahan di Pelabuhan 
tersebut. 
Awalnya polisi melakukan negosiasi dengan korlap aksi, meminta 
massa aksi segera membubarkan diri dengan tertib, namun korlap aksi 
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menyatakan kalau hari ini Bupati sersedia mencabut SK 188 itu secara tetap, 
maka hari ini juga masyarakat akan membubarkan diri. Negosiasi yang 
dilakukan lagi-lagi tidak berhasil, akhirnya polisi mengambil langkah 
pembubara paksa terhadap massa aksi.Pak Ha (39 Tahun), menuturkan  
“akhirnya kami bertahan hingga tanggal 24 Desember 2011, pada 
tanggal itulah kami dibubarkan secara paksa, karena memang 
disitu sudah tidak ada negosiasi”. 
(Wawancara, 29 januari 2015) 
Aksik pembubaran paksa tersebut merupakan jalan terakhir yang 
diambil oleh pihak Kepolisian, karena sebelumnya Kepolisian telah 
melakukan upaya-upaya seperti negosiasi, perundingan dan sebagainya, 
namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil, negosiasi yang dilakukan cukup 
alot.Insiden pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat terhadap 
masyarakat di Pelabuhan Sape tersebut mengakibatkan jatuhnya korban, 
baik itu korban jiwa maupun luka-luka. Polisi mengeluarkan tembakkan 
kearah massa aksi, kemudian massa aksi yang tertembak dan tertangkap 
dipukuli, diinjak dan sebagainya. Dari insiden tersebut diketahui 2 (dua) 
orang warga meninggal yaitu Arif rahman (18 tahun) dan syaiful (17 tahun), 
dan puluhan wargalainnya mengalami luka-luka akibat tembakan maupun 
pukulan dari aparat.Setalah itu puluhan massa aksi ditangkap dan ditetapkan 
sebagai tersangka. 
Pasca pembubaran paksa di Pelabuhan Sape tersebut, ratusan massa 
merasa dendam serta melampiaskan amarah dengan membakar sejumlah 
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Kantor Kepala Desa di Kecamatan Lambu, Rumah Kepala Desa, Kantor 
Polisi, dan masih banyak lagi fasilitas lainnya yang menjadi sasaran Massa. 
Selain itu tindakan pembubaran paksa yang dilakukan oleh pihak kepolisian 
di Pelabuhan Sape tersebutmendapat banyak kecaman dari berbagai 
kalangan.Aksi demo merebak dimana-mana, seperti yang dillakukan oleh 
Mahasiswa di Mataram, Jakarta, Makassar dan sebagainya. 
Melihat kondisi tersebut Pemerintah ataupun DPRD Bima melakukan 
Rapat Konsuliasi, meminta kepada Bupati agar segera mencabut SK 188 
tersebut, agar tidak terjadi konflik yang lebih besar lagi, namun dalam rapat 
tersebut Bupati tetap bersikukuh tidak akan mencabut SK 188, Bupati hanya 
melakukan Pemberhentian sementara selama 1 (satu) Tahun, dikarenakan 
tidak ada alasan yang mendasar untuk melakukan itu. Bupati berdalih, ada 
tiga hal yang bia mencabut SK itu, yakni jika Perusahaan Pemegang Ijin 
tidak melakukan kewajibannya, kemudian terlibat masalah pidana serta 
dinyatakan pailit. Kalau ketiga hal tersebut tidak terjadi dan Bupati 
melakukan pencabutan terhadap SK tersebut, maka menurut Bupati itu 
melanggar ketentuan dan Undang-Undang  yang ada. 
Akibat kebijakan Bupati yang tetap mempertahankan SK 188 dengan 
alasannya tersebut, akhirnya masyarakat kembali menuntut dan memasuki 
Pelabuhan Sape yang tengah dijaga anggota brimob dari Jawa Timur. 
Masyarakat memberikan tenggang waktu kepada Bupati Bima unuk 
mencabut SK yakni Rabu malam 25 januari 2012, dan jika tenggang waktu 
terlewati dan juga Bupati tak juga mencabut SK Ijin Usaha Penambangan 
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tersebut, maka masyarakat akan menggelar demo besar-besaran di Kantor 
Pemerintah Kabupaten Bima pada hari Kamis tanggal 26 Januari 
2012,dengan tuntutan agar SK 188 tersebut segera dicabut secara tetap, adili 
oknum kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM serta bebaskan 
puluhan masyarakat yang telah ditahan di Rutan Bima.Ternyata Bupati 
hingga saat itu belum juga mau mencabut SK ijin usaha penabangan tersebut, 
masyarakat yang merasa kecewa dengan keputusan Bupati dan anggota 
Komisi III DPR RI yang tak juga mencabut SK 188 yang dianggap 
bermasalah oleh masyarakat, masyarakat melakukan aksi pemblokiran jalan 
di Kecamatan Lambu mulai dari desa kale’o hingga desa Soro. Masyarakat 
meletakkan berbagai benda seperti batu, kayu, pos kamling, dan batang 
pohon ditengah jalan hingga menghalangi arus, danpada tanggal 26 januari 
2012 itu masyarakat melakukan aksi besar-besaran sebagaimana yang 
direncanakan sebelumnya, namun aksi tersebut lagi-lagi hanya membuahkan 
kekecewaan bagi masyarakat, Bupati tetap bersikeras untuk tidak mencabut 
Sk ijin pertambangan tersebut, dan masyarakat yang ditahan itu dinyatakan 
tetap harus diproses secara hukum.  
Pernyataan Bupati tersebut kembalimemicu memuncaknya amarah 
massa hingga berujung pada pembakaran kantor Bupati Bima.Sa (38 
tahun)menuturkan, 
“jadi ketika masyarakat mengetahui bahwa Bupati tetap menolak 
pencabutan SK 188 tersebut dan menolak dibebaskannya beberapa 
masyarakat yang ditahan itu sehingga masyarakat emosi, karena 
hanya masyarakat yang ditahan sedangkan polisi yang menembak 
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mati masyarakat ini tidak ditahan. Sehingga timbulah anggapan 
masyarakat bahwa Pemerintah kabupaten Bima tidak ada 
inisiatifnya untuk melindungi masyarakatnya. Amarah 
masyarakatpun mulai memanas , pagar kantor dibobol, tembok-
tembok dihancurkan, dan aparat kepolisian dikejar Massa hingga 
terjadilah pembakaran”  
(Wawancara, 11 Januari 2015) 
Didepan Polisi yang tak berdaya, ribuan massa mengamuk, brikade 
pagar berduri yang dipasang polisi tak sanggup membendung massa aksi, 
akhirnya seluruh perkantoran di sekitar Pemerintah Kabupaten Bimapun 
habis terbakar, kantor KPU Kabupaten Bima yang berada disamping  kantor 
Bupati juga dibakar massa, yang tersisa hanyalah masjid di komleks kantor 
tersebut yang sama sekali tidak diusik massa. 
Setelah melakukan pembakaran kantor Bupati, massa melanjutkan 
aksinya ke RUTAN (Ruma Tahanan) Bima, masyarakat meminta rekan-
rekannya yang ditahan dalam kasus SK 188 tersebut segera dibebaskan. 
Akibat desakkan puluhan ribu massa aksi itu, sehingga pihak Rutan terpaksa 
membebaskan anggota masyarakat yang ditahan tersebut. sehingga Rutan 
Bima selamat dari pembakaran massa.Dua hari setelah insiden tersebut 
barulah Bupati Bima mencabut secara tetap UIP 188 tersebut dengan 
mengeluarkan SK No. 188.45/64/004/2012. 
Jadi, berdasarkan proses meluasnya eskalasi konflik tersebut ternyata 
konflik antara masyarakat dengan Pemerintah di Kecamatan Lambu 
Kabupaten Bimatersebut juga disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk itu 
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dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan faktor-faktor yang 
menyebabkan meluasnya eskalasi konflik antara masyarakat dengan 
Pemerintah dalam kasus eksplorasi tambang di kecamatan Lambu 
Kabupaten Bima. Faktor-faktor tersebut antara lain: 
1. Kurang netralnya Pemerintah maupun Stekholder lainnya 
Pemerintah, dalam hal ini aparat kepolisian merupakan salah satu 
lembaga pemerintahan yang memiliki fungsi dan kewajiban sebagai 
pengayom masyarakat , memberikan rasa aman, tentram dan kedamaian 
terhadap seluruh masyarakat yang diayominya. Polisi diharapkan 
mampu bersikap tegas dalam hal penegakkan hukum dan keadilan, 
harus mampu memahami situasi dan kondisi dalam lingkungan 
masyarakat, serta harus mampu mebedakan mana yang benar dan mana 
yang salah. Pada kasus Ijin Usaha Pertambang di Kecamatan Lambu 
ini, Polisi pada awalnya hadir sebagai mediator atau pihak penengah 
antara masyarakat dengan Pemerintah,  Polisi sebenarnya bersifat 
netral. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh pak Sa (38 
Tahun),  
“pada saat demo di depan kantor Camat Lambu, pihak kepolisian 
sifatnya netral hanya sebagai mediator saja. Namun, pada saat itu 
Pemerintah Kecamatan tidak mau mengikuti saran atau mediasi 
yang diatur oleh pihak Kepolisian karena pak Camat hanya 
berfokus pada perintah Bupati, menurut Bupati apapun alasannya 
pertambangan di Kecamatan Lambu harus terjadi”.  
(wawancara, 11 Januari 2015) 
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Memang awalnya pihak kepolisian bersifat netral, namun dilihat 
dari beberapa indikasi dilapangan terutama pada peristiwa pembakaran 
kantor Camat Lambu maupun insiden pembubaran paksa yang terjadi di 
Pelabuhan Sape, aparat kepolisian dinilai sudah tidak netral lagi, hal 
tersebut sebagaiaman yang diungkapkan oleh Fe (28 Tahun),  
“Dilihat dari beberapa indikasi dilapangan semacam ada 
keberpihakkan dalam artian masyarakat dipukul mundur bahkan 
ada beberapa masyarakat yang terkena tembakkan, hingga 
dilarikan kerumah sakit”. 
(wawancara, 22 Januari 2011)  
An (23 Tahun) juga menuturkan,  
“polisi melakukan pembubaran paksa serta melakukan pembantaian 
terhadap massa aksi, mengapa saya mengatakan pembantaian, 
karena pada saat itu ada yang tertembak, ada yang dipukuli, ada 
yang diinjak, bahkan menelan 2 (dua) korban jiwa dan 1 (satu) 
cacat permanen, belum lagi yang lainnya luka-luka terkena peluru 
karet”. 
(Wawancara, 2 Februari 2015). 
Polisi yang dinilai melakukan pelanggaran Ham waktu itu, ternyata 
tidak di hukum dan diadili, sedangkan masyarakat sendiri ada sekitar 
70-an orang yang ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka, padahal 
sesungguhnya masyarakat yang ditahan tersebut merupakan korban. 
Pak Sa (38 Tahun) mengungkapkan  
“adanya unjuk rasa besar-besaran dikantor Bupati Bima tersebut 
karena adanya beberapa masyarakat yang ditahan oleh pihak 
Kepolisian pasca konflik di Pelabuhan Sape. Menurut masyarakat 
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itu hanya sepihak, karena masyarakat yang hanya dijadikan 
tersangka, sedangkan dari pihak kepolisian yang melakukan 
penembakan mati ditempat itu tidak ada yang dijadikan sebagai 
tersangka”. 
(Wawancara, 11 Januari 2015).  
Jadi disini bisa dilihat bahwa memang pemerintah maupun aparatur 
negara lainnya terdapat indikasi keberpihakan. 
2. Komunikasi antara kedua belah pihak yang Macet 
Tampaknya, pecahnya atau meluasnya konflik antara masyarakat 
dengan Pemeritah di kecamatan Lambu kabupaten Bima ini sebagai 
akibat dari macetnya komunikasi antara masyarakat dan Bupati. Sejak 
meletusnya kasus Tambang di Kecamatan Lambu ini, belum pernah 
dilakukan komunikasi atau dialog antara masyarakat dan Bupati Bima. 
Masing-masing mengklaim dirinya yang paling benar bersandar pada 
alasan dan argumentasi masing-masing. Pihak Pemerintah mengklaim 
bahwa Tambang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan 
pendapatan Daerah serta diyakini akan mampu meningkatkan 
pendapatan masyarakat. Sementara masyarakat merasa dirinya telah 
dibohongi pemerintah karena dalam proses penerbitan SK 188 
masyarakat sama sekali tidak pernah dilibatkan. DPRD pun tidak 
berhasil menjembatani aspirasi rakyat.Meskipun konflik sudah berjalan 
hampir setahun, belum ada pernyataan resmi dari DPRD terkait tuntutan 
masyarakat ini. 
3. Penanganan Konflik yang Lambat 
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Sejak kehadiran PT. Sumber Minerat Nusantara, yang dinilai dapat 
mengganggu aktifitas masyarakat di Kecamatan Lambu, masyarakat 
melakukan aksi-aksi penolakan sejak awal 2011 lalu, meminta kepada 
pemerintah untuk mengambil kebijakkan dan segera mencabut kembali 
ijin usaha penambangan tersebut, namun sejak awal tuntutan 
masyarakat menolak kehadiran Perusahaan Tambang tersebut tidak 
ditanggapi serius oleh Pemerintah. Hingga berkali-kali masyarakat 
melakukan aksi penolakkan tambang, Pemerintah tetap 
mempertahankan ijin tersebut dengan berbagai alasannya. 
Masyarakat yang mengetahui tuntutan dan keinginannya tidak 
ditanggapi dan terpenuhi, masyarakat terus berupaya melakukan 
berbagai cara, mulai dari aksi berkali-kali demo didepan Kantor Camat 
yang berujung pada pembakaran Kantor dan sejumlah fasilitas lainnya, 
aksi di depan Kantor DPRD, aksi pendudukan Pelabuhan Sape hingga 
berujung pada jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka akibat 
pembubaran paksa oleh aparat kepolisian, aksi di depan Kantor Bupati 
yang berujung pada pengrusakkan dan pembakaran kantor dan 
sebagainya. Aksi-aksi yang dilakukan masyarakat tersebut dilakukan 
tetap pada tuntutan yang sama yakni agar pemerintah betul-betul mau 
memenuhi 2 (dua) tuntutan mereka yaitu dicabutnya SK 188 tersebut 
secara tetap, serta bebaskan masyarakat yang ditahan. 
Pemerintah tidak mampu mengkaji dengan baik kenapa masyarakat 
bersikeras menuntut agar SK 188 tersebut segera dicabut, Pemerintah 
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kurang mampu menganalisa berbagai aksi protes yang kerap kali 
dilakukan oleh masyarakat, sebelum terjadinya aksi-aksi pengrusakan 
dan pembakaran. Pemerintah dinilai terlalu lamban dalam mengambil 
kebijakan yang betul-betul mampu meredam amarah massa pada saat 
itu. Kebijakan yang Pemerintah ambil bukan mencabut SK 188 yang 
dinilai sebagai akar dari masalah konflik tersebut melainkan melakukan 
perlawanan terhadap aksi yang dilakukan oleh masyarakat dengan 
mengerakhkan personil kepolisian untuk melakukan pembubaran paksa 
terhadap masyarakat yang begitu bersikeras tersebut.  
Akhirnya peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan pun terjadi. 
Puncak dari peristiwa tersebutadalah pembakaran Kantor pemerintah 
Kabupaten Bima, setelah peristiwa itu terjadi barulah Bupati sadar 
bahwa kebijakkan yang diambilnya kurang tepat dan menimbulkan 
dampak yang besar bagi masyarakat, sehingga akhirnya dengan Bupati 
mau mencabut SK 188 tersebut secara tetap, konflikpun berakhir, 
ketegangan berkurang dan seiring berjalannya waktu hubungan 
mengarah lebih normal diantara masyarakat dengan Pemerintah. 
E. Resolusi Konflik Kasus Ijin Pertambangan Di Kecamatan Lambu yang 
Dilakukan  oleh Pemerintah 
Resolusi konflik merupakan suatu upaya perumusan suatu solusi atas 
konflik yang terjadi untuk mencapi kesepakatan bersama yang bisa diterima 
oleh pihak-pihak yang berkonflik. Resolusi konflik difokuskan pada 
sumber konflik antara dua pihak, agar mereka bersama-sama 
mengidentifikasikan isu-isu yang lebih nyata. Fisher et.al (2001:7) 
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menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab-sebab 
konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa bertahan lama 
diantar kelompok-kelompok yang bersiteru. 
Pola penyelesaian konflik dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, 
diantaranya : Negosiasi, Konsiliasi, Mediasi, dan arbitrasi. (Nasikun 
(1993)) 
Adapun usaha-usaha penyelesaian atauResolusi Konflik yang dilakukan 
oleh Pemerintah dalam kasus esplorasi tambang di Kecamatan Lambu 
Kabupaten Bima ini antara lain: 
1. Negosiasi 
Menurut Nasikun (1993), Negosiasi adalah proses tawar-menawar 
dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersamaantara satu 
pihak dengan pihak lain. Negosiasi juga merupakan komunikasi dua 
arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah 
pihak yang memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda. 
Pemerintah Kabupaten Bima melakukan tahap negosiasi dengan 
masyarakat  pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2011, negosiasi 
tersebut di Kantor Camat Sape, yang dihadiri oleh 8 (Delapan) orang 
perwakilan dari masyarakat, Bupati Bima, Camat Lambu, Camat Sape, 
Kapolsek, Danramil, Kapolres, serta perwakilan pihak tambang.Pak Ha 
(39 tahun) menjelaskan  
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“Pada  hari kedua pendudukan pelabuhan sape, yakni tanggal 20 
Desember 2011, Bupati bersama wakil Kapolda datang untuk 
melakukan negosiasi, akhirnya diadakan pertemuan diKantor 
Camat Sape pada hari Kamis yang diwakili oleh 8 (Delapan) orang 
dari masyarakat termasuk saya, selain itu dihadiri juga oleh Camat 
Sape, Camat lambu, kapolsek, Danramil, Kapolres, Wakil 
Kapolda, termasuk dari pihak tambang”. 
(wawancara, 29 Januari 2015) 
Negosiasi baru dilakukan setelah konflik telah berlangsung lama 
sejak awal kehadiran Perusahaan Tambang tersebut. Negosiasi 
dilakukan setelah eskalasi konflik kian meluas, selain itu negosiasi yang 
dilakukan tidak menghasilkan titik temu atau kesepakatan bersama 
antara masing-masing pihak, baik dari Pemerintah maupun masyarakat, 
masing-masing tetap pada pendiriannya, disatu pihak,pemerintah tetap 
mempertahakan SK 188dan hanyamengeluarkan keputusan yakni 
melakukan pemberhentian sementara Ijin Usaha Penambangan selama 1 
(satu) Tahun, sedangkan masyarakat tetap menginginkan Pemerintah 
mencabut secara pasti ijin usaha pertambangan tersebut, bukan 
pemberhentian sementara. 
Akhirnya negosiasisebagai resolusi konflik pertama yang 
dilakukan oleh Pemerintah tersebut tidak memberikan hasil yang berarti 
terhadap penyelesaian konflik yang ada, justru yang terjadi adalah 
sebaliknya, akibat Negosiasi tersebut tidak berhasil sebagai mana 
mestinya sehingga eskalasi Konflik kian meluas, masyarkat semakin 
kecewa dengan keputusan Bupati. 
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2. Konsiliasi  
Resolusi Konflik yang dilakukan selanjutnya adalah Konsiliasi. 
Nasikun (1993) menjelaskan, pengendalian konflik dengan cara 
konsiliasi terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang 
memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan 
diantara pihak-pihak yang berkonflik. 
Sebagaimana yang diberitakan disalah satu stasiun televisi (liputan 
6 SCTV, 2011), bahwa sejumlah anggota komisi III DPR RI, datang ke 
Kabupaten Bima melakukan konsiliasi pada hari Selasa malam tanggal 
20 Desember 2011, mereka melakukan musyawarah dengan Bupati 
terkait Ijin Usaha Pertambanga yang dinilai bermasalah bagi 
masyarakat tersebut. Namun upaya konsiliasi tersebut lagi-lagi tidak 
berujung pada pencabutan SK, mereka malah sepakat akan meminta 
rekomendasi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 
terkait keberadaan tambang. Upaya resolusi konflik tersebut juga tidak 
berhasil, pihak-pihak yang berkonflik masih pada pendirian masing-
masing. 
3. Mediasi  
Selain negosiasi dan Konsiliasi proses mediasi juga telah dilakukan 
oleh pemerintah, dalam hal ini pera penegak hukum (Kepolisian). Pihak 
Kepolisian telah memfasilitasi untuk memediasikan kedua belah pihak 
untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang terjadi. Menurut Nasikun 
(1993), mediasi yaitu dimana pihak-pihak yang berkonflik bersepakat 
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untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan nasehat-nasehat, 
berkaitan dengan penyelesaian terbaik terhadap konflik yang mereka 
alami. 
Kepolisisn melakukan mediasi sejak aksi yang dilakukan oleh 
masyarakat di Kantor Camat Lambu pada bulan Februari 2011 lalu. 
Kapolsek memediasi antara perwakilan masyarakat denganCamat 
Lambu waktu itu, kapolsek menyampaikan saran maupun usulannya 
kepada kedua belah pihak, namun usulan tersebut tidak diindahkan oleh 
Camat, Camat Lambu waktu itu tetap mengikuti perintah Bupati, bahwa 
apapun alasannya pertambangan di Kecamatan Lambu tetap terjadi. 
Selain itu, pihak Kepolisian terus melakukan proses mediasi, 
dimana sebelum terjadinya insiden berdarah di Pelabuhan Sape, Wakil 
kapolda memediasi atau mempertemukan antara Bupati dan beberapa 
perwakilan masyarakat, pada hari Kamis 22 desember 2011, untuk 
melakukan perundinga atau negosiasi. Namun hasilnya tetap sama, 
yakni Bupati masih belum bisa mengambil kebijakan untuk mencabut 
Ijin Usaha Penambangan tersebut, melainkan hanya mengeluarkan SK 
pemberhentian sementara.Sedangkan masyarakat sendiri tetap pada 
tuntutannya, yakni Pencabutan SK Ijin Usaha Penambangan tersebut 
secara tetap. 
4. Arbitrasi 
Arbitrasi merupakan salah satu resolusi konflik, dimana pihak-
pihak yang berkonflik bersepakat untuk menerima pihak yang ketiga, 
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yang akan berperan untuk memberikan keputusan–keputusan yang 
harus diterima oleh pihak yang berkonflik (Nasikun, 1993). Berbeda 
dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang 
berkonflik untuk menerima keputusan yang diambil oleh pihak arbiter. 
Proses arbitrasi dinilai terlalu lambat dilakukan, arbitrasi tidak 
dilakukan sedari awal sebelum konflik itu berujung pada kekerasan dan 
terjadinya pengrusakan serta jatuhnya korban jiwa, melainkan baru 
dilakukan setelah puncak dari konflik yakni Pembakaran Kantor Bupati 
Bima tersebut terjadi. Dari hasil proses arbitrasi itu, pihak arbiter 
memutuskan serta memerintahkan Bupati bima untuk mencabut SK 188 
tersebut secara tetap. Akhirnya Bupati Bima mengeluarkan SK 











  BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Konflik yang terjadi di Kecamata Lambu Kabupaten Bima ini ternyata 
dilatarbelakangi oleh berbagai faktor berikut ini: Kurangnya Sosialisasi dari 
pemerintah; Pemerintah kurang terbuka terhadap masyarakat mengenai 
kebijakkan-kebijakkan yang di keluarkannya; Kebijakan yang di keluarkan 
oleh pemerintah kurang tepat, kebijakkan tersebut banyak yang tidak sesuai 
dengan nilai-nilai yang termuat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2009.; 
serta, Adanya perbedaan kepentinga antara pemerintah dengan masayarakat 
terkait penggunaan lahan. 
Konflik di Kecamatan Lambu ini kalau dilihat dari proses 
perkembangannya kian meluas eskalasinya. Hal tersebut juga dilatarbelakangi 
oleh beberapa faktor, seperti: Kurangnya sosialisasi, Kurang netralnya 
pemerintah maupun stekholder lainnya; Komunikasi antara kedua belah pihak 
yang macet dan tidak berjalan dengan baik; serta penanganan konflik yang 
lambat. 
Terdapat beberapa langkah atau upaya resolusi konflik yang dilakukan 






Peristiwa ataupun Kasus Konflik yang terjadi di Kecamatan Lambu ini 
telah memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya bagi 
pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.Pemerintah 
merupakan pelayan masyarakat, pemerintah memiliki tugas dan tanggung 
jawab untuk mengurusi urusan masyarakat. 
Pemerintah pusat hendaknya tetap melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan otonomi daerah, agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitu 
pula dengan Pemerintah daerah hendaknya dapat mempergunakan wewenang 
sebagaimana mestinya. Sebagai pemimpin rakyat, harus pro rakyat dan tidak 
terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan pihak lain. 
Pemerintah, memiliki peranan penting dalam sebuah lembaga 
kemasyarakatan, hendaklah senantiasa melakukan penyampaian ataupun 
sosialisasi terhadap masyarakat terkait hal-hal yang menyangkut kepentingan 
bersama, agar masyarakat mengerti dan memahami rencana-rencana positif 
yang ingin dilakukan. 
Upaya-upaya resolusi konflik yang telah dilakukan oleh pemerintah 
menurut penulis sudah cukup baik, namun dalam kenyataan dilapangan, upaya-
upaya tersebut terkesan tidak membuahkan hasil yang berarti, disebabkan oleh 
lambatnya upaya resolusi konflik itu sendiri serta ketidak mampuan pemerintah 
maupun masyarakat untuk saling menerima keputusan antara sama lain. Oleh 
karena itu, menurut penulis seharusnya pemerintah harus lebih cermat melihat 
apa sebenarnya akar dari konflik tersebut. Maka akar konflik itulah yang harus 
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segera diselesaikan. Sudah jelas-jelas, sejak awal masyarakat menolak adanya 
pertambangan diwilayah Lambu dengan berbagai argemen yang masyarakat 
ungkapkan dari berbagai aksi protesnya, danyang mereka inginkan hanyalah 
pencabutan ijin usaha pertambangan secara tetap oleh pemerintah.  
Maka pemerintah dalam hal ini harus berendah hati memenuhi keinginan 
masyarakat tersebut, sebab masyarakat beranggapan lebih baik mencegah dari 
pada mengobati. Artinya, lebih baik pertambangan itu tidak terjadi dari pada 
berbagai dampak maupun kerusakan yang ditimbulkannya menimpa 
masyarakat dikemudian hari, baik dampaknya terhadap mereka sendiri maupun 
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A. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik eskplorasi 





B. Faktor-faktor yang menyebabkan meluasnya Eskalasi konflik 
1. Ketidaknetralan pemerintah dan stakeholder lainnya 
2. Kurangnya sosialisasi 
3. Komunikasi kedua belah pihak 
4. Penanganan yang lambat 
C. Resolusi Konflik 
1. Negosiasi (mencari kesepakatan bersama) 
2. Konsiliasi (Perwadahan) 
3. Mediasi(Menggunakan Pihak Ketiga sebagai mediator) 
4. Arbitrasi (Menunjuk Pihak ketiga sebagai Pemberi keputusan) 
5. Ada pertemuan, siapa2 yg terlibat, kapan, dimana dan bagaimana 
hasilnya. 
